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ABSTRAK
 

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
 
PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH
 

DIKABUPATENSUKAMARA
 
(Studi Implementasi Kebijakan Kesehatan Pada RSUD Sukamara)
 

Junaidin Tarigan
 
Universitas Terbuka
 
jl.liogga@gmail.com
 

Kata Kunci: Implementasi kebijakan Jamkesda, Rumah Sakit Umum Daerah 
Sukamara, faktor pendukung dan faktor penghambat. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisis implementasi 
Kebijakan Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), serta mendiskripsikan 
dan menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan 
Implementasi Kebijakan Pelayanan Jamkesda di RSUD Sukamara. 

Masalah pada penelitian ini dibatasi hanya pada pembahasan mengenai 
gamabaran Implementasi Kebijakan Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah 
(Jamkesda) di RSUD Sukamara (pada tahun 2010 sid tahun 2012). Sasaran dari 
penelitian ini adalah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sukamara, 
dalam hal ini Direktur Rumah Sakit, Kasi Pelayanan Medik RSUD, dan Pelaksana 
Teknis Pelayanan (Perawat). 

Penelitian Implementasi Kebijakan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) di 
Kabupaten Sukamara termasuk kedalam penelitian kualitatif dengan analisis data 
deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. 
Sedangkan teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam (indepth 
interview) dan dokumentasi. 

Implementasi Kebijakan Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah Di Kabupten 
Sukamara khususnya pada RSUD Sukamara secara umum sudah sesuai dengan 
Peraturan Bupati Sukamara Nomor 21 Tahun 2011, Tentang Perubahan Peraturan 
Bupati Nomor 5 Tahun 2009, Tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan 
Daerah Kabupaten Sukamara dan Surat Perjanjian Kerja Sarna Tentang Pemberian 
Pelayanan Bagi Pasien Jamkesda yang telah disepakati antara Dinas Kesehatan 
dengan Rumah Sakit Umum Daerah Sukamara. Dari hasil penelitian yang dilakukan 
dengan cara wawancara mendalam dan dokumentasi diperoleh beberapa faktor 
pendukung implementasi Kebijakan Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah 
(Jamkesda) di RSUD Sukamara yaitu sumber daya (anggaran), sikap dan struktur 
birokrasi. Sedangkan yang menjadi faktor kendala adalah komunikasi dan sumber 
daya (sumber daya manusia). 
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ABSTRACT
 

Implementation of Policy
 
Of Regional Health Insurance Service
 

in Sukamara Regency
 
(Study ofImplementation of Health Policy in RSUD Sukamara)
 

Junaidin Tarigan
 
Universitas Terbuka
 
jt.lingga@gmail.com
 

Keywords: Implementation of Policy of lamkesda, General Hospital of Sukamara 
Regency, supporting factor and unsupporting factor. 

This study was intended to describe and analyze the implementation of Policy 
of Regional Health Insurance Service (Jamkesda), also to describe and analyze the 
supporting factors and the unsupporting factors of the implementation of Policy of 
lamkesda Service in RSUD Sukamara. 

The problem of this study was limited only on the discussion of the description 
of Implementation of Policy of Regional Health Insurance Service in RSUD 
Sukamara (from 2010 to 2012). The object of this study was the General Hospital of 
Sukamara Regency, in this case the Director of the Hospital, Head of Administration 
of Medical Services of the Hospital, and Technical Service Executor (the Nurses). 

The study of the Implementation of Policy of Regional Health Insurance 
Service in Sukamara Regency was a qualitative study by analyzing descriptive data. 
The source of the data that was used was primary and secondary data sources. The 
technique of data collecting was by in-depth interview and documentation. 

The Implementation of Policy of Regional Health Insurance Service in 
Sukamara Regency especially in RSUD Sukamara had been in accordance to the 
Sukamara Regent Regulation Number 21 Year 2011, About the Changing of 
Sukamara Regent Regulation Number 5 Year 2009, About the Manual of 
Implementing of Regency Sukamara Health Insurance dan the Letter of Aggrement 
about the Service for Patient of lamkesda which had been aggreed between 
Department of Health and General Hospital of Sukamara Regency. From the in-depth 
interview and documentation which had been done was obtained some supporting 
factors for the Implementation of Policy of Regional Health Insurance Service di 
RSUD Sukamara they are sources (budget), bureaucracy attitude and structure. 
Whereas the unsupporting factors were communication and human resources. 
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BABII
 

TINJAUAN PUSTAKA
 

A. Kajian Teori 

I. Kebijakan public. 

a. Pengertian kebijakan public. 

Riant Nugroho D., Analisis Kebijakan Publik (2007: 218) 

berpendapat bahwa kebij kan publik adalah setiap keputusan pemerintah 

yang memberikan impek pada kehidupan bersama. 

Afrizal Woyla Saputra Zaini (2012) menyebutkan bahwa, 

"kebijakan publik merupakan suatu aturan-aturan yang dibuat oleh 

pemerintah dan merupakan bagian dari keputusan politik untuk 

mengatasi berbagai persoalan dan isu-isu yang ada dan berkembang di 

masyarakat. Kebijakan publik juga merupakan keputusan yang dibuat 

oleh pemerintah untuk melakukan pilihan tindakan tertentu untuk tidak 

melakukan sesuatu maupun untuk melakukan tidakan tertentu". 

Untuk memahami lebih jauh bagaimana kebijakan publik sebagai 

solusi perrnasalahan yang ada pada masyarakat, kita harns memahami 

dulu apa dan seperti apa kebijakan publik itu sendiri. Berikut adalah 

definisi-definisi kebijakan pubJik menurut para ahli kebijakan publik 

dunia. 

Thomas R. Dye (1981) menyebutkan, "kebijakan publik adalah 

apa yang tidak dilakukan maupun yang dilakukan oleh pemerintah". 
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Pengertian yang diberikan Thomas R. Dye ini memiliki ruang lingkup 

yang sangat luas. Selain itu, kajiannya yang hanya terfokus pada negara 

sebagai pokok kajian. 

Chief J.O. Udoji (1981) mendefinisikan. "kebijakan publik 

sebagai suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada suatu tujuan 

tertentu yang diarahkan pada suatu masalah atau sekelompok masalah 

tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga 

masyarakat". 

George Edward III (1980) mengemukakan, "kebijakan publik 

didefinisikan sebagai apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak 

dilakukan oleh pemerintah termasuk kebijakan public". Merujuk pada 

definisi di atas, kebijakan publik tampil sebagai sasaran atau tujuan 

program-program. Edward lebih lanjut menjelaskan bahwa kebijakan 

publik itu dapat diterapkan secara jelas dalam peraturan perundang

undangan dalam bentuk pidato-pidato pejabat teras pemerintah ataupun 

berupa program-program dan tindakan-tindakan yang dilakukan 

pemerintah. 

Woll (1966) berpendapat bahwa, "Kebijakan publik ialah 

sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di 

masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai Jembaga 

yang mempengaruhi kehidupan masyarakat". Dalam pelaksanaan 

kebijakan publik terdapat tiga tingkat pengaruh sebagai implikasi dari 

tindakan pemerintah tersebut yaitu: I) adanya pilihan kebijakan atau 
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keputusan yang dibuat oleh politisi, pegawai pemerintah atau yang 

lainnya yang bertujuan menggunakan kekuatan publik untuk 

mempengaruhi kehidupan masyarakat; 2) adanya output kebijakan, di 

mana kebijakan yang diterapkan pada level ini menuntut pemerintah 

untuk melakukan pengaturan, penganggaran, pembentukan personil dan 

membuat regulasi dalam bentuk program yang akan mempengaruhi 

kehidupan masyarakat; 3) adanya dampak kebijakan yang merupakan 

efek pilihan kebijakan yang mempengaruhi kehidupan masyrakat. 

Berdasarkan berbagai definisi para ahli kebijakan publik diatas, 

dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan 

yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai 

tujuan-tujuan tertentu di masyarakat di mana dalam penyusunannya 

melalui berbagai tahapan. 

b. Tahap-tahap dalam perumusan kebijakan publik 

Perumusan kebijakan merupakan salah satu tahap yang paling 

penting dalam pembentukan kebijakan publik. Suatu keputusan 

kebijakan mencakup tindakan oleh seorang pejabat atau lembaga resmi 

untuk menyetujui, mengubah, atau menolak suatu altematif kebijakan 

yang dipilih. Demikian juga keputusan-keputusan yang dibuat oleh 

pejabat-pejabat pemerintah dianggap sah, jika pejabat-pejabat tersebut 

mempunyai wewenang yang sah untuk bertindak dan memenuhi ukuran

ukuran yang diterima dalam mengambil tindakan. 
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Tahap-tahap dalam perumusan kebijakan adalah: 

I) Perumusan masalah. 

Mengenali dan merumuskan masalah merupakan langkah 

yang paling fundamental dalam perumusan kebijakan. Untuk dapat 

merumuskan kebijakan dengan baik, maka masalah-masalah publik 

harus dikenali dan didefinisikan dengan baik pula. Kebijakan publik 

pada dasamya dibuat untuk memecahkan masalah yang ada dalam 

masyarakat. 

2) Agenda kebijakan. 

Tidak semua masalah publik akan masuk dalam agenda 

kebijakan. Masalah-masalah tersebut saling berkompetisi antara 

satu dengan yang lainnya. Hanya masalah-masalah tertentu yang 

pada akhimya akan masuk kedalam agenda kebijakan. 

3) Pemilihan altematifkebijakan untuk memecahkan masalah. 

Setelah masalah-masalah publik didefinisikan dengan baik 

dan para perumus kebijakan sepakat untuk memasukkan masalah 

tersebut kedalam agenda kebijakan, maka langkah selanjutnya 

adalah membuat pemecahan masalah. Di sini para perumus 

kebijakan akan berhadapan dengan altematif-altematif pilihan 

kebijakan yang dapat diambil untuk memecahkan masalah tersebut. 

Pada tahap ini para perumus kebijakan akan dihadapkan pada 

pertarungan kepentingan antar berbagai aktor yang terlibat dalam 

perumusan kebijakan. 
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4) Penetapan kebijakan. 

Setelah salah satu dari sekian altematif kebijakan diputuskan 

diambil sebagai cara untuk memecahkan masalah kebijakan, maka 

paling akhir dalam pembentukan kebijakan adalah menetapkan 

kebijakan yang dipilih tersebut sehingga mempunyai kekuatan 

hukum yang mengikat. Altematif kebijakan yang diambil pada 

dasamya merupakan kompromi dari berbagai kelompok 

kepentingan yang terlibat dalam pembentukan kebijakan tersebut. 

Penetapan kebijakan dapat berbentuk berupa undang-undang, 

yurisprudensi, keputusan presiden, keputusan menteri, dan lain 

sebagainya. 

2. Implementasi kebijakan publik. 

Implementasi kebijakan merupakan proses yang rumit dan kompleks. 

Namun dibalik kerumitan dan kekomplekannya tersebut. implementasi 

memegang peran yang cukup vital dalam proses kebijakan. Tanpa adanya 

tahap implementasi kebijakan, program-program kebijakan yang telah 

disusun hanya akan menjadi catatan-catatan resmi di meja para pembuat 

kebijakan. Implementasi kebijakan yang berhasil menjadi faktor penting dari 

keseluruhan proses kebijakan. 

a. Model implementasi kebijakan publik menurut Van Meter dan Van 

Hom 

VariabeI-variabel kebijakan publik menurut Van Meter dan Van 

Hom adalah: 
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I) Ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan. 

Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan berguna dalam 

menguraikan tujuan-tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh. 

Dalam menentukan ukuran-ukuran dasar dan sasaran-sasaran, kita 

dapat menggunakan pemyataan-pemyataan dari para pembuat 

keputusan sebagaimana direfleksikan dalam banyak dokumen, 

seperti regulasi-regulasi dan garis-garis pedoman program yang 

menyatakan kriteria untuk evaluasi kebijakan. 

2) Sumber-sumber kebijakan. 

Pada implementasi kebijakan sumber-sumber kebijakan layak 

mendapat perhatian, karena menunjang keberhasilan implementasi 

kebijakan. Sumber-sumber yang dimaksud mencakup dana atau 

perangsang (incentive) lain yang mendorong dan memperlancar 

implementasi yang efektif. 

3) Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan. 

Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan tidak dapat 

dilaksanakan kecuali jika ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan itu 

dinyatakan dengan cukup jelas, sehingga para pelaksana dapat 

mengetahui apa yang diaharapkan ukuran-ukuran dasar dan tujuan

tujuan itu. Komunikasi di dalam dan antar organisasi-organisasi 

merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit. Dalam 

meneruskan pesan-pesan ke bawah dalam suatu organisasi atau dari 

suatu organisasi ke organisasi lainnya, para komunikator dapat 
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menyimpangkan atau menyebarluaskan. baik secara sengaja atau 

tidak sengaj a. 

4) Karakteristik badan-badan pelaksanaan. 

Dalam melihat karakteristik badan-badan pelaksana, maka 

tidak terlepas dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi diartikan 

sebagai karakteristik-karakteristik. norma-norma dan pola-pola 

hubungan yang teIjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif 

yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan 

apa yang mereka miliki dengan menjalankan kebijakan. 

5) Kondisi-kondisi ekonomi. sosial. dan politik. 

Dampak kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik pada 

kebijakan publik merupakan pusat perhatian yang besar selama 

kurun waktu beberapa tahun yang lalu. Para peminat perbandingan 

politik dan kebijakan publik secara khusus tertarik dalam 

mengidentifikasikan pengaruh variabel-variabel lingkungan pada 

hasil-hasil kebijakan. Faktor-faktor ini mungkin mempunyai efek 

yang mendalam terhadap pencapaian badan-badan pelaksana. 

6) Kecenderungan pelaksanaan (implementers). 

Implementasi kebijakan yang berhasil harns diikuti oleh 

kesadaran terhadap kebijakan tersebut secara menyeluruh. Hal itu 

berarti bahwa kegagalan suatu implementasi kebijakan sering 

diakibatkan oleh ketidaktaatan para pelaksana terhadap kebijakan. 

Arah kecenderungan-kecenderungan pelaksana terhadap ukuran
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ukuran dasar dan tujuan-tujuan juga merupakan suatu hal yang 

sangat penting. Para pelaksana mungkin gagal dalam melaksanakan 

kebijakan-kebijakan dengan tepat karena mereka menolak tujuan

tujuan yang terkandung dalam kebijakan-kebijakan tersebu!. 

b. Model implementasi kebijakan publik menurut George Edward III. 

Implementasi kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik, 

antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan 

bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat 

atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari 

kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan 

sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik. 

Sementara itu, suatu kebijakan yang telah direncanakan dengan sangat 

baik, mungkin juga akan mengalami kegagalan, jika kebijakan tersebut 

kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan. 

Menurut teori Edward ada 4 (empat) faktor atau variabel krusial 

dalam implementasi kebij akan publik. Tidak ada variabel tunggal dalam 

proses implementasi kebijakan, sehingga perlu dijelaskan keterkaitan 

antara satu variabel dengan variabel yang lain, dan bagaimana variabel

variabel ini mempengaruhi proses implementasi kebijakan. Berikut 

adalah 4 (empat) faktor atau variabel tersebut yang mempengaruhi 

kebijakan publik: 
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1) Komunikasi (Communications). 

Secara umum Edward membahas tiga hal penting dalam 

proses komunikasi kebijakan, yaitu transmisi, konsistensi, dan 

kejelasan. 

a) Transmisi. 

Faktor utama yang berpengaruh terhadap komunikasi 

kebijakan adalah transmisi. Ada beberapa hambatan yang 

timbul dalam mentransmisikan perintah-perintah implementasi. 

Pertama, pertentangan pendapat antara para pelaksana dengan 

perintah yang dikeluarkan oleh pengambil kebijakan. 

Pertentangan terhadap kebijakan-kebijakan 1m akan 

menimbulkan hambatan-hambatan atau distorsi seketika 

terhadap komunikasi kebijakan. 

Kedua, informasi melewati berlapis-lapis hirarki 

birokrasi. Seperti kita ketahui birokrasi mempunyai struktur 

yang ketat dan cenderung sangat hirarkis. Kondisi ini sangat 

mempengaruhi tingkat efektivitas komunikasi kebijakan yang 

dijalankan. Ketiga, pada akhimya penangkapan komunikasi

komunikasi mungkin dihambat oleh persepsi yang selektif dan 

ketidakmauan para pelaksana untuk untuk mengetahui 

persyaratan-persyaratan suatu kebijakan. 
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b) Kejelasan. 

Faktor kedua yang dikemukakan Edward adalah 

kejelasan. Jika kebijakan-kebijakan diimplementasikan 

sebagaiman yang diinginkan, maka petunjuk-petunjuk 

pelaksanaan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana 

kebijakan, tetapi juga komunikasi kebijakan tersebut harus 

jelas. Ketidakjelasan pesan komunikasi yang disampaikan 

berkenaan dengan implementasi kebijakan akan mendorong 

terjadinya interpretasi yang salah bahkan mungkin bertentangan 

dengan makna pesan awal. 

c) Konsistensi. 

Faktor ketiga yang berpengaruh terhadap komunikasi 

kebijakan adalah konsistensi. Jika implementasi kebijakan 

ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan 

harus konsisten dan jelas. Disisi yang lain, perintah-perintah 

implementasi kebijakan yang tidak konsisten akan mendorong 

para pelaksana kebijakan mengambil tindakan yang sangat 

longgar dalam menafsirkan dan mengimplementasikan 

kebijakan. 

2) Sumber daya (Resources). 

Sumber daya memiliki peran penting dalam implementasi 

kebijakan. Edward III dalam Widodo (2011: 98) mengemukakan 

bahwa, bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan 
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dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian 

ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana 

kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan 

kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan 

kebijakan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut 

tidak akan efektif. Sumber daya tersebut mencakup: 

a) Sumber daya manusia (StajJ). 

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya 

dukungan dari sumber daya manusia yang cukup secara 

kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia 

berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan 

kompetensi dibidangnya. Sedangkan kuantitasnya berkaitan 

dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup 

untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya 

manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan 

implementasi, sebab tanpa sumber daya manusia yang 

profesional implmentasi kebijakan beIjalan lambat. 

b) Anggaran (Budgetary). 

Dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitan 

dengan kecukupan modal atau investasi atas suatu program atau 

kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan, sebab 

tanpa dukungan anggaran yang memadai, kebijakan tidak akan 

berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran. 
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c) Fasilitas (Facillity). 

Fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu 

faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan. 

Pengadaan fasilitas yang layak, seperti gedung, tanah dan 

perlatan perkantoran akan menunjang dalam keberhasilan 

implementasi suatu program atau kebijakan. 

d) Informasi dan kewenangan (ll?{ormation & Authority). 

Informasi Juga menjadi faktor penting dalam 

implementasi kebijakan, terutama implementasi yang relefan 

dancukup. 

3) Sikap (Dispositions atau Attitiudes). 

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas 

implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika 

implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan, maka 

mereka akan melaksanakan dengan senang hati. Tetapi jika 

pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses 

implementasi akan mengalami banyak masalah. Ada 3 (tiga) bentuk 

sikap atau respon implementor terhadap kebijakan: kesadaran 

pelaksana, petunjuklarahan pelaksana untuk merespon program 

kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon 

tersebut. 
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4) Struktur birokrasi (Bureucratic Structure). 

Membahas badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat 

dilepaskan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah 

karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang tedadi 

berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai 

hubungan baik. potensial maupun nyata dengan apa yang mereka 

miliki dalam menjalankan kebijakan. Beberapa unsur yang 

mungkin berpengaruh terhadap organisasi dalam implementasi 

kebijakan, yaitu: 

a) Kompetensi dan ukuran staf suatu badan. 

b) Tingkat pengawasan hirarki terhadap keputusan-keputusan sub 

unit dan proses-proses dalam badan pelaksana. 

c) Sumber-sumber politik suatu organisasi (misalnya dukungan 

diantara anggota legislatifdan eksekutif). 

d) Tingkat komunikasi "terbuka" yaitu jaringan kerja komunikasi 

horizontal maupun vertikal secara bebas serta tingkat 

kebebasan yang secara relatif tinggi dalam komunikasi dengan 

individu-individu diluar organisasi. 

e) Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan pembuat 

keputusan atau pelaksana keputusan. Kebijakan yang kompleks 

membutuhkan kedasama banyak orang, serta pemborosan 

sumber daya akan mempengarubi hasH implementasi. 

Perubahan yang diJakukan tentunya akan mempengaruhi 
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individu dan secara umum akan mempengaruhi sistem dalam 

birokrasi. 

3. Pelayanan publik. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009, Tentang 

Pelayanan Publik menyatakan bahwa: 

a. Pengertian pelayanan publik 

Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian dalam rangka 

pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang

undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, 

dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara 

pelayanan publik. 

b. Penyelenggara pelayanan publik 

Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut 

penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, 

lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk 

kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain yang dibentuk untuk 

semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. 

c. Organisasi penyelenggara pelayanan publik. 

Organisasi penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya 

disebut organisasi penyelenggara adaIah satuan kerja penyelenggara 

pelayanan publik yang berada dilingkungan institusi penyelenggara 

negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan 
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undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain 

yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. 

d.	 Masyarakat 

Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun 

penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok. maupun badan 

hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, 

baik secara langsung maupun tidak langsung. 

e.	 Standar pelayanan 

Standar Pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai 

pedoman penyelenggaraan pelayanandan acuan penilaian kualitas 

pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada 

masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, 

terjangkau dan terukur. 

f.	 Prinsip-prinsip pelayanan publik 

1) Kesederhanaan. 

2) Kejelasan. 

3) Kepastian waktu. 

4) Akurasi. 

5) Keamanan. 

6) Tanggung jawab. 

7) Kelengkapan sarana dan prasarana. 

8) Kemudahan akses. 

9) Kedisiplinan. kesopanan, keramahan. 
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10) Kenyamanan. 

4. Jaminan kesehatan. 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang 

Jaminan Kesehatan, menjelaskan bahwa, "Jaminan Kesehatan adalah 

jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat 

pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar 

kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran 

atau iurannya dibayar oleh pemerintah". 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya 

disingkat BPJS Kesehatan adalah Badan Hukum yang dibentuk untuk 

menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Penerima Bantuan luran 

Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut PBI Jaminan Kesehatan adalah 

fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta Jaminan Kesehatan. 

Tingginya biaya pelayanan kesehatan di Indonesia saat ini merupakan 

masalah yang sangat serius karena sangat membebani masyarakat pengguna 

pelayanan kesehatan sehingga perlu dicarikan jalan keluamya. Masalah 

tingginya biaya pelayanan kesehatan ini semakin dirasakan setelah krisis 

ekonomi melanda Indonesia karena sebagian besar komponen perawatan 

seperti obat-obatan dan teknologi kedokteran masih diimpor sementara nilai 

tukar rupiah kita masih rendah. Oi sisi lain kemampuan dana pemerintah 

juga semakin terbatas sehingga subsidi pemerintah kepada masyarakat yang 

kurang mampu akan terganggu. 
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Beberapa jenis Jaminan Kesehatan yang dapat menjamin tersedianya 

pelayanan kesehatan bagi masyarkat miskin. 

a. Asuransi Kesehatan 

Chriswardani (Ekonomi Kesehatan: 25) menyampaikan bahwa, 

beban pembiayaan kesehatan di Indonesia semakin hari semakin berat. 

Ini disebabkan oleh beberapa faktor penting, yaitu: (I) meningkatnya 

jumlah penduduk; (2) masalah kesehatan yang terus semakin besar baik 

dari segi kuantitatif maupun kualitatif; (3) perkembangan teknologi 

kesehatan yang semakin canggih; dan (4) meningkatnya demand 

penduduk terhadap pelayan kesehatan yang lebih bermutu. Disisi lain, 

kemampuan pemerintah untuk menyediakan biaya kesehatan terbatas. 

Oleh sebab itu, perlu ada mekanisme yang mampu membantu keluarga 

maupun keluarga miskin untuk menanggulangi kesulitan biaya tersebut. 

Salah satu adalah dengan asuransi kesehatan. 

A.A. Ode Muninjaya (2004: 121), menjelaskan bahwa, "asuransi 

kesehatan adalah suatu mekanisme pengalihan resiko (sakit) dari resiko 

perorangan menjadi resiko kelompok". Dengan cara mengalihkan resiko 

individu menjadi resiko kelompok. beban ekonomi yang harus dipikul 

oleh masing-masing peserta asuransi akan lebih ringan tetapi 

mengandung kepastian karena memperoleh jaminan. 

Menurut Murti (2000) Dalam Tukiran, Pande M. Kintanegara, 

Agus Joko Pitoyo, M. Syahbudi Latief (2007: 97) menjelaskan bahwa, 

"asuransi kesehatan adalah cara untuk mengatasi resiko dan 
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ketidakpastian peristiwa sakit serta implikasi biaya-biaya yang 

diakibatkannya". 

A.A. Ode Muninjaya (2004: 121) menyebutkan bahwa, "unsur

unsur dari asuransi kesehatan adalah: (1) ada perjanjian; (2) ada 

pembelian perlindungan; (3) adanya pembayaran preml oleh 

masyarakat". 

Apabila dipilah menurut jenis asuransi kesehatan, di Indonesia 

terdapat dua jenis asuransi kesehatan yaitu asuransi kesehatan individu 

dan asuransi kesehatan kolektif. Asuransi kesehatan individu biasanya 

diperuntukkan bagi pribadi atau keluarga dan asuransi kesehatan 

kolektif terdapat dibanyak perusahaan yang telah memberikan 

perlindungan kesehatan terhadap pegawainya. 

Sedangkan menurut pengelolaannya asuranSI kesehatan di 

Indonesia berkembang secara universal: 

I) Asuransi kesehatan sosial (Sosial Health Insurance). 

2) Asuransi Kesehatan Komersial Perorangan (Private Voluntary 

Health Insurance). 

3) Asuransi Kesehatan Komersial Kelompok (Regulated Private 

Health Insurance). 

Satu hal yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan program 

asuransi kesehatan meliputi aspek efisiensi, standar, dan kualitas 

pelayanan kesehatan. 
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b. Jaminan Kesehatan Masyarakat. 

Kementerian Kesehatan RI Pedoman Pelaksanaan Jaminan 

Kesehatan Masyarakat Tahun 2009 (2009: 7) menyatakan bahwa, 

"Jaminan Kesehatan Masyarakat atau disingkat Jamkesmas adalah 

bentuk belanja bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi 

masyarakat miskin dan tidak mampu". Program ini diselenggarakan 

secara Nasional agar terjadi subsidi silang dalam rangka mewujudkan 

pelayanan kesehatan yang menyeluruh bagi masyarakat miskin. 

Pada hakekatnya pelayanan kesehatan terhadap masyarakat miskin 

menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan bersama oleh Pemerintah 

Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota 

berkewajiban memberikan kontribusi sehingga memberikan pelayanan 

yang optimaL 

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan peserta mengacu pada 

prinsip-prinsip: 

I) Dana amanat dan nirlaba dengan pemanfaatan untuk semata-mata 

peningkatan derajat kesehatan masyarakat miskin. 

2) Menyeluruh (komprehensif) sesuai dengan standar pelayanan medik 

yang cost eftekti(dan rasional.
 

3) Pelayanan terstruktur dan beJjenjang.
 

4) Efisiensi, transparan dan akuntabel.
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c. Jaminan Kesehatan Daerah.
 

I) Pengertian Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).
 

Peraturan Bupati Sukamara Nomor 21 Tahun 2011 Tentang 

Perubahan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2009, Tentang 

Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten 

Sukamara (2011: 26) menjelaskan bahwa, "Jaminan Kesehatan 

Daerah Kabupaten Sukamara. yang selanjutnya disingkat Jamkesda 

adalah program pemberian layanan kesehatan bagi masyarakat yang 

anggarannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Sukamara". 

2) Maksud, tujuan dan azas. 

a) Maksud. 

Maksud Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah 

yaitu masyarakat Kabupaten Sukamara memperoleh jaminan 

pemeliharaan kesehatan paripurna yang terkendali mutu dan 

terkendali biayanya. 

b) Tujuan. 

Tujuan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah 

adalah mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat, 

dimana kesehatan adalah tanggung jawab bersama dari setiap 

individu, masyarakat, pemerintah dan swasta, sehingga dapat 

dicapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. 
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c) Azas. 

Azas pemberian Jaminan Kesehatan Daerah: (I) 

rnenyeluruh (kornprehensit) sesuai standar pelayanan 

kesehatan; (2) terstruktur, berjenjang dari Puskesrnas Pernbantu 

ke Puskesrnas dan ke Rurnah Sakit Rujukan yang di tunjuk 

(RSUD Sukamara, RSUD Dr. Doris Sylvanus Palangka Raya 

dan RSUP Dr. Karyadi Sernarang). 

3) Sasaran. 

Seluruh rnasyarakat/keluarga rniskin Kabupaten Sukamara 

yang tidak terdaftar sebagai peserta Jarnkesrnas, belurn rnernpunyai 

Jarninan Kesehatan (Askes, Jamsostek, Jamkesrnas dan Asuransi 

Kesehatan lainnya). 

4) Persyaratan untuk rnendapatkan Jarninan Kesehatan Daerah 

(Jamkesda). 

Persyaratan Untuk Mendapatkan Jaminan Kesehatan Daerah 

(Jamkesda) adalah orang tidak rnarnpu penduduk Kabupaten 

Sukamara yang tidak atau belum rnernpunyai Jaminan Kesehatan 

(Askes, Jamsostek, Jamkesrnas dan Asuransi Kesehatan lainnya). 

Yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Marnpu (SKTM) 

dari Lurahl Kepala Desa yang diketahui oleh Carnat Seternpat. 
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5) Ruang lingkup pelayanan kesehatan. 

a) Ruang Lingkup Pelayanan. 

Ruang Lingkup Pelayanan Program Jaminan Kesehatan Daerah 

(Jamkesda) meliputi: (l) pelayanan tindakan medic; (2) 

pelayanan obat, bahan dan alat kesehatan habis pakai; (3) 

pelayanan penunjang diagnostik; (4) pelayanan darah; dan (5) 

pelayanan kesehatan lainnya. 

b)	 Pelayanan Kesehatan Yang Dibatasi (Pedoman Pelaksanaan 

Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 

2011:4). 

c)	 Pelayanan Kesehatan Yang Tidak Dijamin (Pedoman 

Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Sukamara 

Tahun 2011: 5). 

d) Tatalaksana Pelayanan (Pedoman Pelaksanaan Jaminan 

Kesehatan Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2011: 6). 

6) Sumber dana dan alokasi pembiayaan 

a)	 Sumber Dana 

Sumber pembiayaan Program Jamkesda berasal dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukamara 

yang dialokasikan melalui DPA - SKPD Dinas Kesehatan. 

e)	 Penyaluran Dana Langsung (Pedoman Pelaksanaan Jaminan 

Kesehatan Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 20 II: 9) 
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f) Prosedur dan Tatacara Pembayaran (Pedoman Pelaksanaan 

Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 

2011:9) 

7) Alur pelayanan kesehatan program Jamkesda Kabupaten Sukamara 

Alur Pelayanan Kesehatan Program Jamkesda Kabupaten 

Sukamara seperti pada Gambar 2.1 berikut ini: 

Gambar 2.1 Alur Pelayanan Kesehatan Program Jamkesda
 
Kabupaten Sukamara
 

PASIEN 

KASUS GAWAT '-----1____ 

DARURAT 

PPK: 
PUKESMAS 
PUSTU _R_U_J_U_KA_N__~ I,-_S_U_KA_R_S_~_:_RA_--l! PULANC: 
POLINDES 

RUJUKAN 

PULANG 1
1 

Ket: 
PKDG : Pelayanan Kesehatan Gratis 
PPK : Pemberi Pelayanan Kesehatan 
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Keterangan alur pelayanan prograrn Jarnkesda : 

a) Masyarakat miskin yang sakit berkunjung ke Pemberi Pelayanan 

Kesehatan (PPK): Puskesmas, Puskesmas Pembantu (Pustu) dan 

Polindes dengan menunjukkan salah satu identitas diri, Kartu Tanda 

Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) dan Surat Keterangan 

Tidak Marnpu (SKTM) untuk mendapatkan pelayanan kesehatan 

dasar. 

b) Jika diperlukan pelayanan kesehatan lanjutan (rujukan), pasien dapat 

dirujuk ke Rumah Sakit rujukan yang telah ada perjanjian 

kerjasarnanya (RSUD Sukarnara, RSUD Sultan Imannudin Pangkalan 

Bun, RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya dan RSUP Dr. Kariadi 

Semarang) dengan membawa persyaratan: 

./ Surat Rujukan dari Puskesmasl Rumah Sakit awal pasien dirawat 

./ Surat Keterangan Tidak Marnpu (SKTM) yang dibuatldikeluarkan 

oleh Lurah/Kepala Desa diketahui oleh carnat setempat 

./ Surat Jarninan Pelayanan (SJP) dari Dinas Kesehatan Kabupaten 

Sukarnara 

c) Rujukan ke Rumah Sakit berupa rawat inap dengan menggunkan 

fasilitas kelas III (tiga). 

d)	 Dalarn keadaan gawat darurat pasien dapat dirujuk langsung ke Rumah 

Sakit rujukan melalui Unit Gawat Darurat (UGD) dan persyaratan 

menyusul. 
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e)	 JAMKESDA bagi masyarakat miskin akan diberikanidiJayani bila 

pasien membawa dan menyerabkan persyaratan sesuai dengan point b 

ke tempat pelayanan selambat-lambatnya 3 x 24 jam untuk melengkapi 

persyaratan tersebut dan dalam jangka waktu yang telah ditentukan 

peserta tidak bisa menunjukkanlmembawa persyaratan, maka peserta 

dianggap pasien umum (membayar sendiri semua biaya pengobatan di 

RS) 

f)	 Bila pasien meminta fasilitas diluar ketentuan program Jarnkesda, 

maka pasien dianggap mampu dan dianggap pasien umum (biaya 

pengobatan ditanggung sendiri) 

5.	 Aplikasi manajemen di Rumah Saki!. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 (2009: 2), 

menjelaskan bahwa Rumah saki! sebagai salah satu fasiIitas pelayanan 

kesehatan merupakan bagian dari sumber daya kessehatan yang sangat 

diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan. 

Penyelenggaraan upaya kesehatan di Rumah Sakit mempunyai karakteristik 

dan organisasi yang sangat komplek. Berbagai jenis tenaga kesehatan 

dengan perangkat keilmuannya masing-masing berinteraksi satu sama lain. 

Ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran yang berkembang sangat pesat 

yang harus diikuti oleh tenaga kesehatan dalam rangka pemberian pelayanan 

yang bermutu, membuat semakin kompleknya permasalahan daIam Rumah 

Saki!. 
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a. Pengertian Rumah Saki!. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 

(2009: 4) menerangkan bahwa Rumah Sakit adalah Institusi pelayanan 

kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan 

secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, 

dan gawat darura!. 

b. Jenis Rumah Sakit di Indonesia. 

A.A. Ode Muninjaya (2004: 221) menjelaskan bahwa di Indonesia 

dikenal tiga jenis Rumah Sakit sesuai dengan kepemilikan, jenis 

pelayanan dan kelasnya. 

I) Berdasarkan kepemilikan. 

Berdasarkan kepemilikannya dibedakan tiga macam rurnah 

sakit yaitu: (I) Rumah Sakit Pemerintah (Rumah Sakit Pusat, 

Rumah Sakit Provinsi dan Rumah Sakit Kabupaten), Rumah Sakit 

BUMN!ABRI, dan Rumah Sakit swasta yang menggunakan dana 

infestasi dari sumber dalam negeri dan sumber luar negeri. (2) 

Rumah Sakit Umum, Rumah Jiwa, Rumah Sakit Khusus (Mata, 

Paru, Kusta, Rehabilitasi, Jantung, Kangker dan sebagainya). (3) 

Rumah Sakit Kelas A, Kelas B (Pendidikan dan Non Pendidikan), 

Rumah Sakit Kelas C dan Rumah Sakit Kelas D (Kepmenkes 

Nomor 51 Menkes! SKI III 1979). Pemerintah sudah meningkatkan 

status semua Rumah Sakit Kabupaten menjadi kelas C. 
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2) Bedasarkan pelayanan dan kelasnya. 

Rumah Sakit dibedakan berdasarkan jenis pelayanan yang 

tersedia, (I) Rumah Saki Kelas A tersedia pelayanan spesialistik 

yang luas termasuk sub spesialistik. (2) Rumah Sakit Kelas B 

mempunyai pelayanan minimal II spesialistik dan sub spesialistik 

terdaftar. (3) Rumah Sakit Kelas C mempunyai 4 (empat) 

spesialistik dasar (bedah, penyakit dalam, kebidanan dan anak). (4) 

Di Rumah Sakit Kelas D hanya mempunyai pelayanan medik dasar. 

c. Susunan organisasi Rumah Sakit Umum di Indonesia. 

Untuk Rumah Sakit Umum Kelas A, susunan oragnisasinya diatur 

sesuai dengan SK Menkes Nomor 5431 VII 1994. Susunan organisasi 

Rumah Sakit Kelas C dan D. lebih sederhana jika dibandingkan dengan 

Rumah Sakit Kelas A dan B. Disini tidak ada wakil direktur, tetapi 

dilengkapi dengan staf khusus yang mengurusi administrasi. Kondisi ini 

berpengaruh pada jenis pelayanan medis dan jumlah staf profesional 

(medis dan non medis) yang dipekerjakan pada tiap-tiap Rumah Sakit 

ini. Secara umum, jenis kebutuhan masyarakat akan pelayanan 

kesehatan juga akan ikut menentukan peningkatan kelas sebuah Rumah 

Sakit disuatu wilayah. terutama yang berlokasi di ibukota provinsi. 

B.	 Kajian Terdahulul Penelitian Sebelumnya 

Penelitian yang dilakukan oleh Muhlis Hajar Adiputra, Haselman dan 

Hasminah tentang Implementasi Kebijakan Jaminan Kesehatan Daerah di 
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Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan (20 II). Hasil yang diperoleh dari 

analisa dokumen dan hasil wawancara di lapangan berkaitan dengan kebijakan 

Program Jamkesda di Kabupaten Sinjai, ditemukan bahwa masyarakat sebagai 

obyek dari Program Jarnkesda di Kabupaten Sinjai, pada kenyataannya belum 

sepenuhnya memahami secara rinci terkait Kebijakan Jamkesda. Pemahaman 

masyarakat sebatas pada Jarnkesda sebagai pelayanan kesehatan gratis yang 

disediakan oleh pemerintah daerah, tetapi secara teknis pelaksanaanya belum 

terlalu paham. Bahkan sebagian masyarakat beranggapan bahwa untuk 

mendapatkan pelayanan Jarnkesda harus melalui proses administrasi yang 

berbelit-belit dan tidak pemah merasakan langsung sosialisasi dari pihak 

pelaksana program. Kondisi ini mencerminkan bahwa implemtasi Program 

Jarnkesda di Kabupaten Sinjai belum beIjalan maksimal, meskipun masyarakat 

yang menjadi anggota Jarnkesda mencapai 90 % akan tetapi hal tersebut tidak 

menjamin masyarakat peham tentang Program Jarnkesda hal tersebut tercermin 

dari pahaman yang berbeda-beda pada terhadap program tersebut. 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Sasminedi Tentang implentasi program 

Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) di Puskesmas Kecamatan Rumbio 

Jaya, Kabupaten Kampar Provinsi Riau (2012). Dalam penelitian tersebut 

Kabupaten Kampar dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 

(Jarnkesmas) dideskripsikan berusaha memberikan pelayanan yang terbaik guna 

memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin, meskipun masih 

banyak masyarakat Kampar yang belum tercatat dan mendapatkan kartu 

Jamkesmas, dan masih di temukan kesalahan dalam validasi data, 
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pendistribusian dan sasaran dalam kepesertaan Jamkesmas. Hal tersebut masih 

banyak dikeluhkan oleh masyarakat miskin di Kabupaten Kampar, yang 

semuanya tercennin dalam hasil wawancara mendalam dengan responden. 

Pada tahun 2008 hanya 13,31 % dari 3.194 Kepala Keluarga (KK) miskin 

yang mendapat pelayanan Jarnkesmas (Profil Dinas Kesehatan Kampar Tahun 

2008). Artinyajumlah tersebut sangat keciljika dibandingkan denganjumlah KK 

miskin yang ada di Kabupaten Kampar. Sedangkan pada tahun 20 I0 penduduk 

Kecamatan Rumbio Jaya yang terdaftar dalam kepesertaan Jarnkesmas sebanyak 

1857 jiwa dari total penduduk sebanyak 16.046 jiwa, dan sudah memperoleh 

kartu sebanyak 1577 jiwa. Dilihat data tersebut tidak ada IS % dari total 

penduduk di Kecamatan Rumbio Jaya yang terdaftar dalam kepesertaan 

Jarnkesmas. Dari hasil wawancara mendalam dengan responden, didapat hasil 

bahwa masyarakat belum begitu familier dengan Program Jamkesmas. 

Banyaknya data yang salah tentang identitas KK pada kartu kepesertaan 

Jamkesmas di Kecamatan Rumbio Jaya, menunjukan bahwa pemerintah belum 

cukup kuat dalam kesiapan data yang akan dimasukkan dalam kepesertaan 

Program Jamkesmas, dan hal terebut menyakut sumber daya yang ada untuk 

mendukung pelaksanaan Program Jarnkesda di di Kecamatan Rumbio. Dari hasil 

penelitian Implementasi Program Jamkesmas di Kecamatan Rumbio Jaya, dapat 

digambarkan bahwa Implementasi Program Jarnkesmas di Kecamatan Rumbio 

Jaya belum berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah sebagai 

pembuat Kebijakan Program Jamkesmas. 
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Berdasarkan kedua penelitian tersebut, menurut teori Implementasi 

Kebijakan Edward III dapat disimpulkan babwa Implementasi Kebijakan Publik, 

kbususnya kebijakan dibidang Jaminan Kesehatan sangat terkait pada variabel

variabel pendukung maupun variabel penghambat proses implementasi kebijakan 

itu sendiri. 

C. Kerangka Berfikir dan Kerangka Acuan 

I. Kerangka berfikir. 

George Edward III, dalam Winamo Budi, Kebijakan Publik Ieori dan 

Proses (2007: 174) menjelaskan babwa: Model Implementasi Kebijakan dapat 

digambarkan dalam bentuk diagram sebagai berikut. 

Gambar 2.2 Model Implementasi Kebijakan 

Resources/ Sumber Daya 

I ~ Implementasi
~L-----_ 

Dispositions / Attitudes 
Sikap 

Communications/ 
Komunikasi 

Bureucratic Structure/ 
Struktur Birokrasi 
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2. Kerangka acuan. 

Widodo (2011) menerangkan: Berdasarkan kerangka teori dari George 

Edward lll, Tentang Model Implemetasi Kebijakan yang telah digambarkan 

dalam bentuk diagram (Gambar 2.2). selanjutnya dibuat kerangka konsep 

sebagai berikut: 

PERBUP. No. 21 Tahun 
2011, Tenlang 
Perubahan PERBUP 
No.5 Tahun 2009 
Tentang Pedoman 
Pelaksanaan Program 
JAMKESDA 

Gambar 2.3 Kerangka Konsep Penelitian 

Fak. Pendukung! Penghambat 

'" 
Komunikasi :
 

Transfonnasi Informasi
 

'" '" Kejelasan Informasi
 
Konsistensi Ifonnasi
 

Fak. Pendukung! Penghambat 

'" 
Sumber Daya 

Sumber Daya Manusia 

Fak. Pendukung! Pengharnbat 
ISetruktur Birokrasi 

'" Karakteristik 

'" Pola-Pola Hubungan 
Norma-Norma 

'" 

'"
 Anggaran
 

'"
 Fasilitas
 

'"
 lnfonnasi
 

'"
 Kewenangan
 

Fak. Pendukung! Pengharnbat 
I 

Sikap 

'"
 Kesadaran Pelaksana
 

'"
 Petunjukl Arahan
 
Pelaksana 

1
 
Implementas;
 

Kebijakan Pelayanan
 
Jamkesda Di
 
Kab.Sukamara
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METODOLOGI PENELITIAN
 

A. Desain Penelitian 

1. Jenis dan rancangan penelitian. 

Azwar A. dalam Pengantar Administrasi Manajemen. Jenis penelitian 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian studi kasus dengan 

pendekatan penelitian kualitatif, dengan tujuan utama untuk menemukan 

data dengan interpretasi yang tepat untuk membuat gambaran atau deskripsi 

tentang suatu keadaan secara obyektif. 

Notoatmojo S. (2005: 73), metode penelitiannya adalah metode 

deskriptif yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama 

untuk membuat gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara 

obyektif. Metode penelitian deskriptif digunakan untuk memecahkan atau 

menjawab permasalahan yang sedang di hadapai pada situasi sekarang. 

Alasan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode 

deskriptif karena peneliti bermaksud untuk mengatahui gambaran serta 

menganalisis Implmentasi Kebijakan Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah 

di Kabupaten Sukamara (Studi Implementasi Kebijakan Kesehatan Pada 

RSUD Sukamara) dengan menempuh langkah-langkah: pengumpulan data, 

klasifikasi, pengolahan/analisis data, dan membuat kesimpulan serta laporan. 

Notoatmojo S. (2005), metode kualitatif merupakan proses berfikir yang 

dimulai dari data-data yang terkumpul kemudian diambil secara umum. 

Metode kualitatif ini digunakan dengan beberapa pertimbangan, pertama 
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metode kualitatif ini lebih mudah menyesuaikan apabila berhadapan 

langsung dengan kenyataan, kedua menyaj ikan secara langsung hubungan 

antara peneliti dengan responden dan lebih peka, serta dapat menyesuaikan 

dengan banyak penajaman pengaruh bersama dengan pola-pola nilai yang 

dihadapai. 

Patton dalam Poerwandari (1998), dalam penelita kualitatif perlu 

menekankan pada pentingnya kedekatan dengan orang-orang dan situasi 

penelitian, agar peneliti memperoleh pemahaman jelas tentang realitas dan 

kondisi kehidupan nyata. 

2.	 Variabel penelitian. 

Dari kerangka konsep yang telah digambarkan (Gambar 2.2) 

selanjutnya dapat dijabarkan kedalam variabel-variabel penelitian. 

a.	 Komunikasi.
 

I) Transformasi informasi.
 

Pada transformasi informasi Implementasi Kebijakan 

Pelayanan larnkesda Di Kabupaten Sukamara khususnya di RSUD 

Sukamara, hams disampaikan secara rinci tentang maksud, tujuan 

dan azas pelaksanan Program larnkesda Di RSUD Sukamara. Hal 

tersebut dilakukan agar terdapat pemahaman yang sama antara 

pembuat kebijakan Program lamkesda, Pengelola Program 

larnkesda, serta pihak RSUD Sukamara selaku pelaksana Program 

larnkesda, sehingga implementasi kebijakan dapat tercapai secara 

maksimal. 
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Sarana transfonnasi infonnasi pada program Jamkesda di 

Kabupaten Sukamara adalab (I) Peraturan Bupati Sukamara Nomor 

21 Tabun 20 II, Tentang Perubaban Peraturan Bupati Nomor 5 

Tabun 2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan 

Daerah (Jamkesda), (2) Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan 

Daerab Kabupaten Sukamara Tabun 2011. 

Ada beberapa hal yang mungkin timbul dan dapat 

menghambat transfonnasi infonnasi Pelaksanaan Jaminan 

Kesehatan Daerab di RSUD Sukamara, yaitu (I) infonnasi 

disampaikan melewati berlapis-lapis dan cenderung sangat hirarki 

sehingga terjadi distorsi kebijakan, karena kebijakan yang akan di 

implementasikan di terjemahkan secara berbeda-beda oleh 

pelaksana kebijakan. (2) pertentangan pendapat antara para 

pelaksana kebijakan dengan perintab yang dikeluarkan oleh 

pengambil kebijakan. (3) dan pada akhirnya penangkapan 

komunikasi-komunikasi mungkin dihambat oleh persepsi yang 

selektif dan ketidakmauan pelaksana kebijakan untuk mengetabui 

persyaratan-persyaratan suatu kebijakan. 

2) Kejelasan infonnasi. 

Faktor kedua yang berpengaruh pada komunikasi adalah 

kejelasan infonnasi. Jika kebijakan diimplementasikan sebagaimana 

yang diinginkan sesuai dengan tujuan dari kebijakan, maka 

petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima oleh para 
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pelaksana kebijakan, tetapi juga komunikasi kebijakan tersebut 

hams jelas. Pada implementasi kebijakan pelayanan Jarninan 

Kesehatan Daerah di Kabupaten Sukarnara (di RSUD Sukarnara) 

kejelasan informasi terdapat pada Pedoman Pelaksanaan Jarninan 

Kesehatan Daerah Kabupaten Sukarnara Tahun 2011, dan 

dituangkan secara rinci kedalarn PeIjanjian KeIja Sarna Antara 

Dinas Kesehatan Kabupaten Sukamara dengan Rumah Sakit Umum 

Daerah Sukarnara, yang selalu diperbahami pada setiap tahunnya. 

3) Konsistensi informasi. 

Faktor ketiga yang berpengaruh terhadap komunikasi 

kebijakan adalah konsistensi. Jika implementasi kebijakan ingin 

berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan hams 

konsisten dan jelas. Walaupun perintah-perintah yang disampaikan 

kepada para pelaksana kebijakan mempunyai unsur kejelasan, tetapi 

bila perintah tersebut bertentangan maka perintah tersebut tidak 

akan memudahkan para pelaksana kebijakan menja1ankan tugasnya 

dengan baik. Pada Pedoman Pelaksanaan Jarninan Kesehatan 

Daerah Kabupaten Sukarnara Tahun 2011, butir-butir serta 

penjelasan yang disarnpaikan sangat konsisten dan jelas, serta 

sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Peraturan 

Daerah tentang retribusi jasa kesehatan di RSUD Sukarnara. Dan 

jika Pedoman Pelaksanaan Jarninan Kesehatan Daerah Kabupaten 

Sukarnara, sudah tidak sesuai dan relefan lagi dengan peraturan 
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yang ada, maka akan dilakukan revisi dan perubahan sesuai dengan 

kebutuhan dilapangan. 

b.	 Sumber daya.
 

I) Sumber daya manusia.
 

2) Anggaran.
 

3) Fasilitas
 

4) Informasi
 

5) Kewenangan
 

c.	 Sikap.
 

I) Kesadaran pelaksana
 

2) Petunjukl Arahan pelaksana
 

3) Intensitas dari respon
 

d.	 Setruktur birokrasi.
 

I) Karakteristik.
 

2) Norma-norma.
 

3) Pola hubungan.
 

B. NarasumberlSubjek dan Objek Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif tidak dikenal istilah sampel, tetapi dikenal 

dengan istilah informan atau subjek penelitian. Hal ini dikarenakan penelitian 

kualitatif tidak bertujuan untuk membuat generalisasi hasil penelitian. Hasil 

penelitian lebih bersifat kontekstual dan kasuistik, yang berlaku pada waktu dan 

tempat tertentu sesuai penelitian dilakukan. 
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Adapun subyek dalam penelitian ini adalah petugas di Rumah Sakit Umum 

Daerah (RSUD) yang berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari: Direktur RSUD 

Sukamara sebagai penanggung jawab pelaksana Program lamkesda Kabupaten 

Sukamara, Kepala Seksi Pelayanan Medik selaku penanggung jawab pelayanan 

medis di RSUD Sukamara dan yang terakhir adalah I (satu) orang tenaga 

perawat sebagai salah satu pelaksana pelayanan kesehatan serta pelaksana 

Program lamkesda di RSUD Sukamara. 

Sedangkan yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah (I) Peraturan 

Bupati Sukamara Nomor 21 Tahun 2011, Tentang Perubahan Peraturan Bupati 

Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan laminan Kesehatan Daerah 

(Jarnkesda), (2) Pedoman Pelaksanaan laminan Kesehatan Daerah Kabupaten 

Sukamara Tahun 2011, (3) Surat Perjanjian Kerja Sama Antara Dinas Kesehatan 

Kabupaten Sukamar Dengan Rumah Sakit Umum Daerah Sukamara Tentang 

Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Program laminan Kesehatan Daerah Tahun 

2013, (4) Profil Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2010, 

Tahun 2011 dan Tahun 2012. (5) Data laporan klaim jasa pelayanan kesehatan 

Program larnkesda di RSUD Sukamara untuk Tahun 2010,2011 dan 2012. Serta 

data-data lain yang mendukung dalam penelitian ini. 

C. Pengumpulan Data 

I.	 Sumber data. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup data primer dan 

data sekunder. Notoatmojo S. (2005) menjelaskan bahwa: 
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a. Data primer. 

Data primer adalah data-data yang diperoleh dari hasil penelitian 

secara langsung kepada objek penelitian, melalui wawancara langsung 

dan mendalam dengan responden, yaitu dengan menggunakan alat bantu 

kuesioner ter setruktur dan pada umumnya bersifat bam. Data primer 

yang diambil meliputi hasil wawancara dengan Direktur RSUD 

Sukamara, Kepala Seksi Pelayanan Medik dan tenaga perawat di RSUD 

Sukamara, tentang pelaksanaan pelayanan Program lamkesda 

Kabupaten Sukamara. 

Peneliti melaksanakan sendiri wawancara terhadap responden 

dengan alasan agar memperoleh data yang akurat dan selengkap

lengkapnya dari responden. 

b. Data sekunder. 

Adalah data yang diperoleh dari instansi terkait untuk 

melengkapai hasil penelitian. Data sekunder dimanfaatkan sebagai data 

pelengkap atau data pendukung data primer yang berhubungan dengan 

kepentingan penelitian. Data sekunder dapat diperoleh dari data 

dokumentasi, yaitu dalam bentuk data profit laporan bulanan, agenda, 

buku, transkrip, catatan, notulen rapat dan lain-lain yang diperoleh dari 

instansi terkait. 

Data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini adalah 

identitas Rumah Sakit Umum Daerah Sukamara, data ketenagaan rumah 

sakit, data fasilitas dan sarana pelayanan rumah sakit. serta data cara 
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pembayaran rawat jalan dan rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah 

Sukarnara. 

2. Teknik pengumpulan data. 

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif Inl 

adalah dengan cara sebagai berikut: 

Arikunto S. (2006) menjelaskan bahwa : 

a. Wawancara mendalarn (in depth interview). 

Pada penelitian ini metode wawancara mendalarn merupakan 

salah satu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dan 

infonnasi. Penggunaan metode ini didasarkan pada dua alasan: (l) 

dengan wawancara peneliti dapat menggali tidak saja apa yang diketahui 

dan dialarni subjek yang diteliti, tetapi juga apa yang tersembunyi jauh 

di dalarn diri subjek penelitian. (2) Apa yang ditanyakan kepada 

infonnan bisa mencakup hal-hal yang bersifat lintas waktu, yang 

berkaitan dengan masa larnpau, masa sekarang, dan juga masa 

mendatang. Wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalarn. 

Artinya peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lebih bebas 

dan leluasa, tanpa terkait oleh suatu susunan pertanyaan yang telah 

dipersiapkan sebelumnya. Dengan teknik ini peneliti berharap 

wawancara berlangsung luwes, arahnya bias lebih terbuka, percakapan 

tidak membuat jenuh kedua belah pihak, sehingga diperoleh infonnasi 

yang lebih kaya. Metode wawancara mendalam menggunakan panduan 
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wawancara yang berisi butir-butir pertanyaan untuk diajukan kepada 

inforrnan. 

Kerlinger dalam Hasan (2000), menyebutkan 3 (tiga) hal yang 

menjadi kekuatan metode wawancara adalah: 

1) Mampu mendeteksi kadar pengertian subjek terhadap pertanyaan 

yang diajukan. lika mereka tidak mengerti bisa diantisipasi oleh 

interview dengan memberikan penjelasan. 

2) Fleksibel, pelaksanaanya dapat disesuaikan dengan masing-masing 

individu. 

3) Menjadi satu-satunya hal yang dapat dilakukan disaat tehnik lain 

sudah tidak dapat dilakukan. 

Sedangkan Yin (2003), menjelaskan disamping kekuatan, 

metode wawancarajuga memiliki kelemahan, yaitu : 

1) Rentan terhadap bias yang ditimbulkan oleh kontruksi pertanyaan 

yang penyusunanya kurang baik. 

2) Rentan terhadap terhadap bias yang ditimbulkan oleh respon yang 

kurang sesuai. 

3) Frabling yang kurang baik menyebabkan hasil penelitian menjadi 

kurang akurat. 

4) Ada kemungkinan subjek hanya memberikan jawaban yang ingin 

didengar oleh pewawancara. 
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b. Pengumpulan data sekunder. 

Pengumpulan data sekunder dilakukan untuk mengumpulkan 

data yang bersumber dari arsip dan dokumen baik yang berada di RSUD 

Sukamara maupun yang berada diluar RSUD Sukamara, yang ada 

hubungannya dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. 

Sedangkan teknik dokumentasinya dikembangkan sesuai dengan 

kebutuhan penelitian, yaitu dengan mengumpulkan data-data yang 

berupa: data profil rumah sakit, laporan bulanan, agenda, buku, 

transkrip, catatan, notulen rapat dan lain-lain yang diperoleh dari 

instansi terkait, yang dapat mendukung data penelitian. 

3. Alat bantu penelitian. 

Poerwandari (1998), berpendapat bahwa penulis sangat berperan 

dalam seluruh proses penelitian, mulai dari memilih topik, mendeteksi topik 

tersebut, mengumpulkan data, hingga analisis, menginterprestasikan dan 

menyimpulkan hasil penelitian. 

Dalam mengumpulkan data-data penulis membutuhkan alat Bantu 

(instrurnen penelitian). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 3 alat 

bantu yaitu: 

a. Pedoman wawancara. 

Pedoman wawancara digunakan agar wawancara yang dilakukan 

tidak menyimpang dari tujuan penelitian. Pedoman ini disusun tidak 

hanya berdasarkan tujuan penelitian, tetapi juga berdasarkan teori yang 

berkaitan dengan masalah yang diteliti. 
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b. Checklist. 

Dalam penelitian ini checklist digunakan sebagai alat bantu dalam 

pengumpulan data sekunder, seperti: profit rumah sakit, laporan 

bulanan, agenda, buku, transkrip, catatan, notulen rapat, laporan bulanan 

klaim jasa pelayanan Jamkesda dan lain-lain. 

c. Alat perekam. 

Alat perekam berguna sebagai alat bantu pada saat wawancara, 

agar peneliti dapat berkonsentrasi pada proses pengambilan data tanpa 

harus berhenti untuk mencatat jawaban-jawaban dari subjek. Dalam 

pengumpulan data, alat perekam baru dapat dipergunakan setelah 

mendapat ijin dari subjek untuk mempergunakan alat tersebut pada saat 

wawancara berlangsung 

D. Pemilihan Narasumber 

Dalam penelitian ini pemilihan dan penentuan narasumber atau responden 

ditentukan dengan teknik purposif. Artinya peneliti menentukan responden 

dengan memilih subjek yang mengetahui benar tentang permasalahan yang 

menjadi sasaran dalam penelitian ini. 

Narasumber penelitian dalam penelitian ini sebanyak 3 (tiga) orang, yaitu 

(satu) orang Direktur Rumah Sakit , I (satu) orang Kepala Seksi Pelayanan 

Medik Rumah Sakit, dan I (satu) orang perawat di Rumah Sakit. Selanjutnya 

hasil wawancara yang diperoleh dari subyek penelitian akan dilakukan 

triangulasi (cross check) kepada 8 (delapan) orang informan triangulasi. 
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Secara teori, jumlah subjek dalam penelitian kualitatif tidak dapat 

ditentukan secara pasti dan bersifat snow ball. Yang artinya subjek penelitian 

bisa jadi akan semakin bertambah banyak seiring dengan proses wawancara 

dalam penelitian. Karena wawancara barn akan berhenti ketika peneliti sudah 

mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Dan apabila jawaban 

dari responden masih dirasakan bias, maka peneliti boleh meminta responden 

pertama untuk merekomendasikan seseorang yang diharapkan berkompeten 

untuk menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh peneliti, hal inilah yang 

disebut dengan sifat snow ball. 

Dalam penelitian ini juga dilakukan validitas jawaban dari subjek 

penelitian dangan teknik triangulasi data, triangulasi yang pertama dilakukan 

pada verifikator Program Jamkesda yang ada di RSUD Sukamara, triangulasi 

yang kedua dilakukan pada Kepala Seksi Jaminan Kesehatan, Dinas Kesehatan 

Kabupaten Sukamara sebagai pengelola Program Jamkesda dan triangulasi 

jawaban yang ketiga dilakukan pada keluarga pasien yang dirawat di RSUD 

Sukamara sebagai sasaran atau pengguna Program Jamkesda di Kabupaten 

Sukamara. 

E. Validitas dan Realibilitas 

Hartati S. (2004) menyampaikan bahwa: Validitas pada penelitian kualitatif 

adalah dengan pendekatan Triangulasi. Triangulasi data adalah teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu 
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untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data itu. Triangulasi data 

bisa dilakukan dengan melalui metode, sumber dan teori. 

Yin (2003) menjelaskan bahwa: ada empat (empat) kriteria keabsahan dan 

keajegan yang diperlukan dalam suatu penelitian dengan pendekatan kualitatif. 

Empat hal tersebut adalah sebagai berikut : 

I. Keabsahan Konstruk (Construct validity). 

Keabsahan bentuk batasan berkaitan dengan suatu kepastiaan bahwa 

yang terukur benar-benar merupakan variabel yang ingin di ukur. Keabsahan 

ini juga dapat dicapai dengan proses pengumpulan data yang tepat. Salah 

satu caranya adalah dengan proses triangulasi, yaitu tehnik pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk 

keperluan pengecekan atau Sebagai pembanding terhadap data itu. Menurut 

Patton (dalam Sulistiany 1999) ada 4 (empat) macam triangulasi sebagai 

teknik pemeriksaan untuk mencapai keabsahan yaitu: 

a. Triangulasi data . 

Menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil 

wawancara, hasil observasi atau juga dengan mewawancarai lebih dari 

satu subjek yang dianggap memeiliki sudut pandang yang berbeda. 

b. Triangulasi Pengamat. 

Adanya pengamat di luar peneliti yang turut memeriksa hasil 

pengumpulan data. Dalam penelitian ini, dosen pembimbing studi kasus 

bertindak sebagai pengamat (expert judgement) yang memberikan 

masukan terhadap hasil pengumpulan data. 
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c. Triangulasi teori. 

Penggunaan berbagai teori yang berlainan untuk memastikan 

bahwa data yang dikumpulkan sudah memasuki syarat. Pada penelitian 

ini, berbagai teori telah dijelaskan pada bab " untuk dipergunakan dan 

menguji terkumpulnya data tersebut. 

d.	 Triangulasi metode. 

Penggunaan berbagai metode untuk meneliti suatu hal, seperti 

metode wawancara dan metode observasi. 

Dalam penelitian kualitatif ini, untuk menguji validitas keabsahan 

konstruk variabel penelitian atau data-data yang di peroleh, peneliti 

menggunakan teknik triangulasi data, triangulasi pengamat, dan triangulasi 

teori. 

2. Keabsahan internal (Internal validity). 

Keabsahan internal merupakan konsep yang mengacu pada seberapa 

jauh kesimpulan hasil penelitian menggambarkan keadaan yang 

sesungguhnya. Keabsahan ini dapat dicapai melalui proses analisis dan 

interpretasi yang tepat. Aktivitas dalam melakukan penelitian kualitatif akan 

selalu berubah dan tentunya akan mempengaruhi hasil dari penelitian 

tersebut. Walaupun telah dilakukan uji keabsahan internal, tetap ada 

kemungkinan munculnya kesimpulan lain yang berbeda. 

3.	 Keabsahan eksternal (Ekslernal validity). 

Keabsahan ekternal mengacu pada seberapa jauh hasil penelitian dapat 

digeneralisasikan pada kasus lain. Walaupun dalam penelitian kualitatif 
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memeiliki sifat tidak ada kesimpulan yang pasti, tetapi penelitian kualitatif 

dapat dikatakan memiliki keabsahan ektemal terhadap kasus-kasus lain 

selarna kasus tersebut memiliki konteks yang sarna. 

4. Keajegan (Reabilitas). 

Keajegan merupakan konsep yang mengacu pada seberapa jauh 

penelitian berikutnya akan mencapai hasil yang sarna apabila mengulang 

penelitian yang sarna, sekali lagi. 

Pada penelitian ini, keajegan mengacu pada kemungkinan peneliti 

selanjutnya memeperoleh hasil yang sarna apabila penelitian dilakukan 

sekali lagi dengan subjek yang sarna. Hal ini menujukan bahwa konsep 

keajegan penelitian kualitatif selain menekankan pada desain penelitian, juga 

pada cara pengumpulan data dan pengolahan data. 

F. Metode Analisis Data 

Marshall dan Rossman dalarn Kabalmay (2002) menjelaskan tentang 

teknik-teknik anal isis data pada penelitian kualitatif, yaitu: 

I. Mengorganisasikan data. 

Peneliti mendapatkan data langsung dari subjek melalui wawancara 

mendalarn (in depth inleviwer), dimana data tersebut ditulis pada pedoman 

wawancara serta direkam dengan menggunakan tape recorder. Kemudian 

data yang masih dalarn bentuk rekarnan, dibuatkan transkipnya dengan 

mengubah hasil wawancara dari bentuk rekarnan menjadi bentuk tertulis 

secara rinci sesuai dengan apa yang disarnpaikan oleh responden. Data yang 
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telah didapat dibaca berulang-ulang agar penulis mengerti benar tentang data 

hasil penelitian tersebut. 

2. Pengelompokan berdasarkan kategori, tema dan pola jawaban. 

Pada tahap ini dibutuhkan pengertiaan yang mendalam terhadap data, 

perhatiaan yang penuh dan keterbukaan terhadap hal-hal yang muncul di luar 

apa yang ingin digali. Berdasarkan kerangka teori dan pedoman wawancara, 

peneliti menyusun sebuah kerangka awal analisis sebagai acuan dan 

pedoman dalam melakukankukan coding. Dengan pedoman ini, peneliti 

kemudian kembali membaca transkip wawancara dan melakukan coding, 

melakukan pemilihan data yang relevan dengan pokok pembicaraan. Data 

yang relevan diberi kode dan penjelasan singkat, kemudian dikelompokan 

atau dikategorikan berdasarkan kerangka analisis yang telah dibuat. 

Pada penelitian ini, analisis dilakukan terhadap sebuah kasus yang 

diteliti. Peneliti menganalisis hasil wawancara berdasarkan pemahaman 

terhadap hal-hal yang diungkapkan oleh responden. Data yang telah 

dikelompokkan tersebut oleh peneliti dicoba untuk dipahami secara utuh dan 

ditemukan tema-tema penting serta kata kuncinya. Sehingga peneliti dapat 

menangkap pengalaman, pemahaman, dan permasalahan yang disampaikan 

oleh responden. 

3. Menguji asumsi atau permasalahan yang ada terhadap data. 

Setelah kategori pola data tergambar dengan jelas, peneliti menguji 

data tersebut terhadap asumsi yang dikembangkan dalam penelitian ini. Pada 

tahap ini kategori yang telah didapat melaJui analisis ditinjau kembali 
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berdasarkan landasan teori yang telah dij abarkan dalam bab II, sehingga 

dapat dicocokan apakah ada kesamaan antara landasan teoritis dengan hasil 

yang dicapai. Walaupun penelitian ini tidak rnerniliki hipotesis tertentu, 

namun dari landasan teori dapat dibuat asurnsi-asurnsi rnengenai hubungan 

antara konsep-konsep dan faktor-faktor yang ada. 

4. Mencari altematif penjelasan bagi data. 

Setelah hubungan antara kategori dan pola data dengan asurnsi 

terwujud, peneliti rnasuk ke dalam tahap penjelasan. Dan berdasarkan 

kesirnpulan yang telah didapat dari kaitanya tersebut, penulis rnerasa perlu 

rnencarl suatu altematif penjelasan lain tentang kesirnpulan yang telah 

didapat. Sebab dalam penelitian kualitatif rnernang selalu ada altematif 

penjelasan yang lain. Dari hasil analisis, ada kernungkinan terdapat hal-hal 

yang rnenyirnpang dari asurnsi atau tidak terfikir sebelurnnya. Pada tahap ini 

akan dijelaskan dengan altematif lain rnelalui referensi atau teori-teori lain. 

Altematif ini akan sangat berguna pada bagian pernbahasan, kesirnpulan dan 

saran. 

5. Menulis hasil penelitian. 

Penulisan data subjek yang didapat dari responden yang telah berhasil 

dikurnpulkan rnerupakan suatu hal yang rnernbantu penulis untuk rnerneriksa 

kernbali apakah kesirnpulan yang dibuat telah selesai. Dalam penelitian ini, 

penulisan yang dipakai adalah presentase data yang didapat yaitu, penulisan 

data-data hasil penelitian berdasarkan wawancara rnendalam dan 

dokurnentasi. Proses dirnulai dari data-data yang diperoleh dari responden 
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dan significant other dibaca berulang kali sehinggga penulis mengerti benar 

permasalahanya, kemudian dianalisis, sehingga didapat gambaran mengenai 

penjelasan dari responden serta kondisi kenyataan yang ada dilapangan. 

Selanjutnya dilakukan interprestasi terhadap data yang diperoleh sehingga 

penulis bisa masuk pada tahap akhir penelitian yaitu kesimpulan. 
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BABV 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Hasil penelitian ini secara umum sudah dapat menjawab dari tujuan 

penelitian, kerangka teori maupun kerangka konsep. Berdasarkan hasil penelitian 

dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

I.	 Implementasi Kebijakan Pelayanan Jaminan Kesehatan Oaerah Oi Kabupten 

Sukamara khususnya pada RSUO Sukamara secara umum sudah sesuai 

dengan Peraturan Bupati Sukamara Nomor 21 Tahun 2011, Tentang 

Perubahan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2009, Tentang Pedoman 

Pelaksanaan Jarninan Kesehatan Oaerah Kabupaten Sukamara dan Surat 

Perjanjian Kerja Sarna Tentang Pemberian Pelayanan Bagi Pasien Jarnkesda 

yang telah disepakati antara Oinas Kesehatan dengan Rumah Sakit Umum 

Oaerah Sukarnara Tahun 2013. Hal tersebut tercermin dalam pelaksanaan 

pelayanan yang diberikan oleh RSUO Sukarnara kepada pasien pengguna 

Jarninan Kesehatan Oaerah (Jarnkesda) yang tidak membedakan dengan 

pasien umum atau pengguna jarninan lainnya, dengan cacatan pasien telah 

memenuhi syarat dan ketentuan sebagai pasien Jamkesda. Bagi paisen yang 

menjalani rawat inap, pasien Jamkesda diberikan pelayanan dengan 

menggunakan fasilitas rawat inap kelas III rumah sakit. Seluruh biaya 

pengobatan pasien Jarnkesda yang menjalani rawat jalan maupun rawat inap, 
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seluruhnya ditanggung oleh Pemerintah Daerah yang diklaimkan oleh pihak 

RSUD Sukamara melalui anggaran DPA-SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten 

Sukamara. Sedangkan bagi pasien Jamkesda yang tidak mampu ditangani 

oleh RSUD Sukamara, maka pasien akan dirujuk ke rumah sakit rujukan 

yang telah di tunjuk oleh Pemerintah Daerah. 

2.	 Dari hasil penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara mendalam dan 

dokumentasi diperoleh beberapa faktor pendukung implementasi Kebijakan 

Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) di RSUD Sukamara yaitu 

sumber daya (anggaran), sikap dan struktur birokrasi. Sedangkan yang 

menjadi faktor kendala adalah komunikasi dan sumber daya (sumber daya 

manusia). 

a.	 Faktor pendukung.
 

I) Sikap.
 

Dari hasil penelitian diperoleh bahwa sikap petugas dalam 

memberikan pelayanan kepada pasien Jamkesda cukup baik, hal 

tersebut tercermin dari pernyataan keluarga pasien rawat inap 

Program Jamkesda yang sudah merasa terlayanin keluarganya 

selama dirawat di RSUD Sukamara dengan menggunakan fasilitas 

Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) 

2)	 Struktur birokrasi. 

Struktur birokrasi merupakan faktor yang sangat mendukung 

dalam Implementasi Kebijakan Pelayanan Jaminan Kesehatan 

Daerah di RSUD Sukamara. Hal tersebut dibuktikan dengan 
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dikeluarkannya Peraturan Bupati Sukamara Nomor 21 Tahun 20 II, 

Tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2009, 

Tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah 

Kabupaten Sukamara. Yang dituangkan dalam Surat Perjanjian 

Kerja Sama Tentang Pemberian Pelayanan Bagi Pasien Jamkesda 

dan telah disepakati antara Dinas Kesehatan dengan Rumah Sakit 

Umum Daerah Sukamara Tahun 2013. Hal tersebut juga didukung 

dengan pernyataan informan triangulasi, bahwa pelaksanaan 

jamkesda di RSUD Sukamara selama ini tidak berbelit-belit, pasien 

datang langsung mendapatkan pelayanan dari petugas dan tidak 

dipungut biaya. 

3)	 Sumber daya (anggaran). 

Anggaran menjadi faktor yang sangat penting dan mendukung 

dalam implementasi Kebijakan Pelayanan Jaminan Kesehatan 

Daerah di RSUD Sukamara, dan pada pelaksanaanya anggaran 

untuk program Jamkesda di Kabupaten Sukamara dilihat dari trent 

nya, selalu mengalami kenaikan sesuai dengan kebutuhan dan 

peningkatan pasien pengguna Jamkesda. 

b.	 Faktor penghambat. 

I) Komunikasi. 

Komunikasi dalam konteks pemberian informasi tentang 

Program Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Sukamara 

(Jamkesda) antara petugas kesehatan di RSUD Sukamara sebagai 
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pelaksana Program Jamkesda dengan paslen Jamkesda sebagai 

pengguna atau kelompok sasaran program belum terjalin dengan 

baik. Hal tersebut terlihat dari adanya beberapa pasien Jamkesda 

yang sudah menjalani rawat inap akan tetapi belum paham tentang 

syarat untuk mendapatkan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). 

Proses transformasi informasi tentang Program Jamkesda juga 

dilaksanan oleh instansi terkait yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten 

Sukamara yang berperan sebagai pengelola Program Jamkesda, 

petugas kesehatan di Puskesmasl Puskesmas Pembantu, dan oleh 

Pemerintah Desa. 

2) Sumber daya (sumber daya manusia). 

Sumber daya yang telah tersedia di RSUD Sukamara pada 

saat ini, seperti sumber daya manusia masuk dalam faktor 

penghambat Program Jamkesda di RSUD Sukamara. Hal tersebut 

dikarena belum terpenuhinya beberapa spesialis dasar. Seperti 

Dokter Spesialis Bedah, Dokter Gigi dan Dokter Umum yang 

sebagian masih bersifat pegawai tidak tetap (PTT) dan pagwai 

kontrak. Sehingga hal tersebut harus diantisipasi dengan merujuk 

pasien Jamkesda yang belum mampu ditangani di RSUD Sukamara, 

ke rumah sakit rujukan yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Daerah 

Sukamara. Fasilitas, informasi dan kewenangan, dipadang sudah 

mampu mendukung pelaksanaan Program Jamkesda di RSUD 

Sukamara. 
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B.	 Saran 

I.	 Bagi Pemerintah Kabupaten Sukamara. 

Mengingat besarnya dampak positif yang ditimbul dari pelaksanaan 

Program Pelayanan Kesehatan bersubsidi bagi masyarakat kurang mampu, 

sehingga kami berharap: 

c.	 Pemerintah daerah masih tetap melanj utkan Program Jamkesda pada 

masa kepemerintahan selanjutnya. 

d.	 Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM bidang kesehatan, melalui 

rekrutmen tenaga spesialis dasar, tenaga kesehatan lainnya berdasarkan 

kebutuhan rumah sakit. 

2.	 Bagi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukamara. 

a.	 Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan gratis bagi pasien lamkesda di 

kelas III Rumah Sakit. 

b.	 Berperan aktif dalam penyampaian informasi tentang Program lamkesda 

kepada pasien. 

UNIV
ERSITAS TERBUKA

41350.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



110 

DAFTAR PUSTAKA
 

Agustino, Leo, 2008, Dasar-dasar kebijakan Publik, cet.ke-2, Bandung: alfabeta.
 

Ahmad.A.K" 2006, Kamus lengkap bahasa Indonesia, Reality pulisher.
 

Ali, Farid, 20 I0, Studi tentang kebijakan pemerintah, Makassar: BDF Bripadi press.
 

Dwijowijoto, R. N, 2003, Kebijakan publik formulasi, implementasi dan
 
evaluasi, Jakarta: PT.elex media komputindo. 

Kondrat, David Sukandi, 2009, Manajemen Strategi, Yogyakarta: Graha Ilmu. 

Mukti, Ali Grufran, 2008, Sistem Jaminan Kesehatan: Konsep Desentralisasi 
Terintegrasi, Yogyakarta: FK UGM. 

Muninjaya, A.A.Gede, 2004, Manajemen Kesehatan, Cet Ke-I, Jakarta: penerbit 
buku kedokteran ECG. 

Moleong, Lexy J., 2000, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Karya. 

Ndraha, Taliziduhu. 2003. Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 1. Jakarta: 
PT Rineka Cipta. 

Ndraha, Taliziduhu. 2003. Kybemology (llmu Pemerintahan Baru) Jilid 2. Jakarta: 
PT Rineka Cipta. 

Soekamo S.D, 2005, Publik policy: pengertian pokok untuk memahami dan analisa 
kebijaksanaan pemerintahan, Cet.ke-4, Surabaya: Airlangga University Prees. 

Sugino, 2011, Metode penelitian kuantitatij kualitatij dan R&D, Jakarta: Alfaberta. 

Thabrany,Hasbullah, 2005, pendanaan kesehatan dan altematif mobilisasi dan 
kesehatan di Indonesia, ed.l, Jakarta: PT Raja Garfindo Persada. 

Trihendradi, Cornelius, 2007, Langkah mudah menguasai analisis statisitk 
menggunakan SPSS 15. Ed! C. V.Andi offset. 

Usman, Husaini, ,dan Purnomo.S.A, 2009, Metodologi Penelitian Sosial, Cet.ke-2, 
Jakarta: Bumi Aksara. 

Walgito, Bimo, 2003, Psikologi sosial (suatu pengantar), ed.lV. Yogyakarta: 
C. V.Andi offset. 

UNIV
ERSITAS TERBUKA

41350.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



III 

Winamo, Budi, 2007. Kebijakan Publik: Teori dan Proses, eet.ke-I, Yogyakarta: 
Media Pressindo. 

Yusuf, Eddy, 2000, Psikoiogi sosiai, teori dan praktek, eet ke-4, Makassar: Offset 
settingprakasa. 

Undang-undang Dasar Republik Indonesia. 

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan di Daerah. 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentng Kesehatan. 

Depkes RI (2009), Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 2009, 
Jakarta. 

Kementrian Kesehatan RI (2009), Undang-undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, 
Jakarta. 

Pemda Sukamara (2011), Peraturan Bupati Sukamara Nomor 21 Tahun 2011 
Tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pedoman 
Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Sukamara. Sukamara. 

Dinkes Sukamara (201 I), Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah 
Kabupaten Sukamara 2011, Sukamara. 

UNIV
ERSITAS TERBUKA

41350.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



----
Lampiran 1 

~
 
UNIVERSITAS TERBUKA 

PANDUAN WAWANCARA
 

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH
 

DI KABUPATEN SUKAMARA (Studi Implementasi Kebijakan
 

Kesehatan Pada RSUD Sukamaraj
 

Ditujukan untuk : Keluarga Pasien 

Tanggal Wawancara	 Kode/No: 

Nama Pewawancara 

Waktu Wawancara 

Nama Responden 

A. KARAKTERISTIK RESPONDEN 

1.	 Berapa usia saudara? 

2.	 Apa pendidikan terakhir saudara? 

3.	 Apa pekerjaan saudara? 

4.	 Sudah berapa keluarga anda dirawat di RSUD Sukamara? 

5.	 Apa diagnosis penyakit keluarga saudara? 

B. KEBIJAKAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH (JAMKESDA) 

1.	 Apa yang saudara ketahui tentang lamkesda? 

2.	 Dari siapa saudara mengetahui tentang lamkesda? 

3.	 Sejak kapan saudara menggunakan lamkesda? 

4.	 Sudah berapa kali saudara menggunakan pelayanan lamkesda di Rumah Sakit 

Umum (RSUD) Sukamara? 

5.	 Apa persyaratan lamkesda yang saudara ketahui 

UNIV
ERSITAS TERBUKA

41350.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



C. KOMUNlKASI (Komunikasi Pemberi Pelayanan Tentang Kebijakan Pelayanan 

Jamkesda) 

1.	 Apakah petugas kesehatan di RSUD Sukamara, pemah menginformasikan/ 

menjelaskan tentang Program Jamkesda dan pesersyaratan pengurusan 

administrasinya kepada saudara? (Jelaskan) 

2.	 Bagaimana sikap petugas dalam meberikan informasi tentang Jamkesda kepada 

saudara? 

3.	 Apakah petugas menginformasikan tentang hak-hak pasien Jamkesda kepada 

sudara? (Jelaskan) 

4. Apakah informasi tentang Jamkesda yang disampaikan oleh petugas bermanfaat 

sekali bagi saudara dalam proses pengurusan administrasi Jamkesda? 

D. SUMBERDAYA 

1.	 Sumber Daya Manusia 

1.1.	 Menurut saudara bagaima kesigapan semua petugas kesehatan di RSUD 

Sukamara dalam meberikan pelayanan kepada pasien Jamkesda? 

1.2. Apakah petugas cukup mampu dan trampil dalam memberikan pelayanan 

kesehatan kepada pasien Jamkesda? 

1.3. Selama keluarga saudara dirawat di RSUD Sukamara, apakah saudara pemah 

menjumpai keluarga saudara terlantar dan kurang mendapat pelayanan dan 

petugas kesehatan? 

1.4. Jika Ya, pada unit mana (Pendaftaran Pasien, UGD, Pelayanan Rawat Jalan, 

Pelayanan Rawat Inap, Instalasi Farmasi, Radiologi, Laboratorium DLL). 

1.5.	 Apakah menurut saudara jumlah dari petugas kesehatan di RSUD Sukamara 

cukup untuk memberikan berbagai pelayanan di RSUD Sukamara. 

1.6. Jika belum cukup dibagaian palayanan yang mana? 

2.	 Anggaran 

2.1. Apakah saudara pemah dipungut biaya, selama keluarga saudara dirawat	 di 

RSUD Sukamara? 

2.2. Jika ya, berapa besar biaya yang dipungut dan untuk pembiayaan apa? 
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2.3. Menurut saudara, bagairnana tentang obat yang diberikan oleh pihak RSUD 

Sukarnara? 

3. Fasilitas 

3.1. Bagaimana menurut saudara tentang fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di 

RSUD Sukarnara? 

3.2. Fasilitas yang ada apakah sudah cukup rnenunjang petugas dalarn meberikan 

pelayanan kesehatan? 

3.3. Jika belurn, fasilitas pada unit pelayanan yang mana? 

3.4. Apakah	 saudara dan keluarga saudara pernah memanfaatkan fasilitas 

kendaraan (Ambulance) RSUD Sukamara? 

3.5. Jika	 ya, dalam rangka apa? (Menjemput keluarga saudara yang sakitJ 

mengantar keluarga saudara post perawatn di RSUD Sukamara) 

E.	 Struktur Birokrasi 

1.	 Bagaimana menurut saudara pengurusan adminitrasi pasien jamkesda di RSUD 

Sukamara? 

2.	 Apakah saudara pernah mengalarni kesulitan dalam pengurusan administarsi 

Jamkesda di RSUD Sukamara? 

3.	 Jika ya, pada persyaratan administrasi ataujenjang kepengurusan yang mana? 
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Lampiran 2 

TRANSKRIP WAWANCARA
 

1. IDENTITAS INFORMAN 

Kode Infonnan : Infonnan I 
Nama infonnan :ENM 
Tanggal : 26 Maret 2013 
Jam : 09.32 WIB 
Tempat wawancara : Ruang Direktur RSUD Sukamara 
Topik wawancara : Identitas infonnan 

Peneliti 

Topik Wawancara 

Selamat pagi Bu.... , maaf 

waktu keIja ibu sebentar. 

Bu...bisa saya mengganggu 

Infonnan Selamat pagi juga Pak.... , apa yang bisa saya bantu. 

Peneliti 

Sehubungan dengan surat pennohonan saya tanggal 26 

Maret 2013 lalu, bahwa saya akan melakukan penelitian di 

RSUD Sukamara selama 6 (enam) hari, untuk keperluan 

studi dan tugas akhir saya yaitu tesis. Dan utuk hal tersebut 

saya perlu melakukan wawancara langsung dengan pihak

pihak yang terakit dengan penelitian saya. Salah satunya 

adalah ibu....selaku Pimpinan di RSUD Sukamara. 

Infonnan 

Peneliti 

Ok..... silahkan Pak. 

Baiklah Bu.... , bisa kita mulai 

pertama dimulai dan identitas 

sekarang... ? 

sekarang ya 

ibu. Berapa 

Bu ....yang 

umur ibu 

I 
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Informan 36 Tahun 

Peneliti Apa pendidikan terakhir Ibu... 7 

Informan S I kedokteran 

Peneliti Sudah berapa lama ibu bertugas di RSUD Sukamara ini ....7 

Informan 5 (lima) Tahun Pak... 

Kode Informan : Informan 2 
Nama informan :WWT 
Tanggal : 27 Maret 2013 
Jam : 11.20 WIB 
Tempat wawancara : Ruang Kasi Pelayanan Medik RSUD Sukamara 
Topik wawancara : Identitas informan 

Topik Wawancara 

Peneliti Selamat siang Bu.... , sehubungan dengan kesediaan ibu 

sebagai subyek dalam penelitian saya, maka hari ini saya 

akan melakukan wawancara dengan ibu.... 

Selamat siang Pak.... , silahkan..... 

Baiklah dimulai dari identitas ibu. Berapa umur ibu 

sekarang....7 

37 Tahun 

Apa pendidikan terakhir Ibu... 7 

S I kedokteran 

Sudah berapa lama ibu bertugas di RSUD Sukamara ini ....7 

Informan 

Peneliti 

Informan 

Peneliti 

Informan 

Peneliti 

Informan 3 (tiga) Tahun 
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Kode Infonnan 
Nama infonnan 
Tanggal 
Jam 
Tempat wawancara 

Topik wawancara 

: Infonnan 3 
:IDR 
: 28 Maret 2013 
: 09.00 WIB 
:Ruang Perawat 
Sukamara 

: Identitas infonnan 

Bangsal Rawat Inap RSUD 

Topik Wawancara 

Peneliti SeIamat pagi Bu .... , maaf Bu...bisa saya mengganggu 

waktu keIja ibu sebentar. 

Selamat siang Pak.... , bisa Pak silahkan..... 

Sehubungan dengan apa yang saya sampaikan kepada ibu 

kemarin, tentang penelitian yang saya lakukan di RSUD 

Sukamara, maka saya minta kesedian ibu untuk bisa saya 

wawancara untuk memperoleh data penelitian saya di 

RSUD Sukamara ini. 

Iya Pak silahkan ... 

Baiklah dimulai dari data pribadi ibu. Berapa umur ibu 

sekarang ....? 

32 Tahun 

Apa pendidikan terakhir Ibu... ? 

D 3 Keperawatan 

Sudah berapa lama ibu bertugas di RSUD Sukamara ini ....? 

Infonnan 

Peneliti 

Infonnan 

Peneliti 

Infonnan 

Peneliti 

Infonnan 

Peneliti 

Infonnan 3 (tiga) Tahun 
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2. PENGETAHUAN SUBJEK PENELITIAN
 

Kode Infonnan 
Nama infonnan 
Tanggal 
Jam 
Tempat wawancara 
Topik wawancara 

: Infonnan 1 
:ENM 
: 26 Maret 2013 
: 09.32 WIB 
: Ruang Direktur RSUD Sukamara 
:Pengetahuan subjek penelitian tentang Kebijkan 
Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Sukamara. 

Topik Wawancara 

Peneliti Ma'af Bu ... , saya mau mengajukan pertanyaan tentang apa 

pengertian Jaminan Kesehatan Daerah.... 

Pengertian Jarnkesda dari sumber yang saya baca, adalah 

Program penjaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat 

miskin, yang anggarannya disediakan oleh Pemerintah 

Daerah. Program penJamman pelayanan kesehatan ini 

diperuntukkan bagi pe!ayanan kesehatan rujukkan seperti 

pelayanan kesehatan di rumah sakit 

Infonnan 
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Kode Infonnan : Infonnan 2 
Nama infonnan : IJVINT 
Tanggal : 27 Maret 20 I3 
Jam : 11.20 WIB 
Tempat wawancara : Ruang Kasi Pelayanan Medik RSUD Sukamara 
Topik wawancara :Pengetahuan subjek penelitian tentang Kebijkan 

Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Sukamara. 

Topik Wawancara 

Peneliti Apa pengertian Jaminan Kesehatan Daerah menurut ibu.... 

Infonnan Pengertian Jamkesda adalah Program Jaminan pelayanan 

kesehatan yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin 

yang ditidak ter cover oIeh program jaminan kesehatan 

yang lain, dan Iebih difokuskan pada pelayanan rujukkan di 

rumah saki!. Sedangkan anggaran Program Jamkesda 

berasaI dari Pemerintah Daerah 

Kode Informan : Informan 3 
Nama infonnan :IDR 
Tanggal : 28 Maret 20 I3 
Jam : 09.00 WIB 
Tempat wawancara :Ruang Perawat Bangsal Rawat Inap RSUD 

Sukamara 
Topik wawancara :Pengetahuan subjek penelitian tentang Kebijkan 

J' Keseh Daera a upaten Skamman atan hKb u amara. 
Topik Wawancara 

Peneliti 

Infonnan 

Menurut ibu apa yang dimaksud dengan Jaminan 

Kesehatan Daerah .... 

Pengertian Jamkeda adalah Program jaminan kesehatan di 

rumah sakit, yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin 

dan biayanya ditanggung oleh Pemerintah Daerah 
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3. KOMUNIKASI 

Kode Infonnan 
Nama infonnan 
Tanggal 
Jam 
Tempat wawancara 
Topik wawancara 

: Infonnan 1 
:ENM 
: 26 Maret 2013 
: 09.32 WIB 
: Ruang Direktur RSUD Sukamara 
:Komunikasi (petugas pemberi pelayanan kepada 
pasien Jarnkesda) 

Topik Wawancara 

Peneliti Selama program Jakesda ini berlangsung apakah pihak 

RSUD Sukrnara pernah melakukan sosialisasi tentang 

program dimaksud secara sederhana, langsung kepada 

pasien pengguna Program Jamkesda . 

Infonnan Kalau untuk sosialisasi Jamkesda, menurut saya tidak 

menjadi kewenangan kami Pak... , seharusnya dari dinas 

kesehatan dan Jarmgannya lah yang mesosialisasikan 

kepada pasien/masyarakat. Tugas kami disini sebagai 

pemberi pelayanan kesehatannya. Jadi kami harapkan 

pasien datang ke RSUD dalam keadaan sudah tau dan 

paham tentang Jamkesda berikut persyaratarmya. Jadi 

disinilah pentinya koordinasi RSUD dengan Dinas 

Kesehatan 
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Kode Infonnan 
Nama infonnan 
Tanggal 
Jam 
Tempat wawancara 
Topik wawancara 

: Infonnan 2 
: WVI/T 
: 27 Maret 2013 
: 11.20 WIB 
: Ruang Kasi Pelayanan Medik RSUD Sukamara 
:Komunikasi (petugas pemberi pelayanan kepada 
pasien Jamkesda) 

Topik Wawancara 

Peneliti Bu....apakab di RSUD Sukamara senng melakukan 

sosialisasi tentang Program Jamkesda, yang sifat sederhana 

kepada pasien pengguna Jaminan Kesehatan Daerab. 

Menjelaskan Program Jamkesda kepada pasien... , kalau 

saya sendiri belum pemab Pak. Soalnya menurut saya 

masyarakat sudab banyak yang tau. Buktinya mereka 

datang berobat ke RSUD Sukamara dengan menggunakan 

Jamkesda sebagai jaminannya. Dan mengenai hak pasien 

Jamkesda, mereka cukup tau kok, kalau hak pelayanan 

kesehatannya di kelas III 

Infonnan 
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Kode Infonnan 
Nama infonnan 
Tanggal 
Jam 
Tempat wawancara 

Topik wawancara 

Infonnan 3
 
IDR
 
28 Maret 2013
 
09.00 WIB 

:Ruang Perawat Bangsal Rawat Inap RSUD 
Sukamara 
:Komunikasi (petugas pemberi pelayanan kepada 
pasien Jamkesda) 

Topik Wawancara 

Peneliti Apakah ibu pernah menjelaskan program Jamkesda secara 

individu langsung kepada pasien Jemkesda....? 

Untuk menjelaskan tentang Program Jamkesda, kalau saya 

Jarang sekali. Terkecuali ada paSlen yang bertanya. 

Misalnya tentang persyaratan yang kurang dan sebagainya. 

Kami lebih fokus kepelayanannya, Pak... 

Infonnan 
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4. SUMBER DAYA 

Kode Infonnan 
Nama infonnan 
Tanggal 
lam 
Tempat wawancara 
Topik wawancara 

: Infonnan 1 
:ENM 
: 26 Maret 2013 
: 09.32 WIB 
: Ruang Direktur RSUD Sukamara 
:Sumber Daya Manusia, anggaran dan fasilitasl 
sarana Kesehatan dan sikap 

Topik Wawancara 

Peneliti Menurut ibu apakah jumlah petugas kesehatan di RSUD 

Sukamara sudah cukup memenuhi dalam pemberian 

pelayanan kesehatan kepada pasien lamkesda...... 

Dari sumber daya yang ada di RSUD Sukamara, masih ada 

beberapa yang harus dipenuhi dan hal tersebut perlu adanya 

dukungan dari Pemerintah Daerah untuk kelancaran 

pelaksaan Program lamkesda di Kabupaten Sukamara 

khususnya di RSUD Sukamara. Beberapa sumber daya 

yang harus dipenuhi misalnya sumber daya manusia, untuk 

saat 1m dibutuhkan Dokter Spesialis Bedah (sebagai 

persyaratan akreditasi rumah sakit), dan Dokter Gigi. 

Infonnan 

Peneliti Kalau dilihat dari segi anggaran dan saran yang sudah 

tersedia selama ini apakah sudah cukup meng cover bagi 

pembiayaan dan pelayanan pasien 1amkesda di RSUD 

Sukamara...... 

Untuk anggaran lamkesda menurut saya sudah cukup 

(klaim jasa lamkesda yang selalu terbayar). Sedangkan 

Infonnan 
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untuk fasilitas rumah sakit, sesuai dengan tipe rumah sakit 

kita (tipe D) sudah sesuai dengan standar yang ditentukan 

pemerintah daerah.... 

Kode Informan 
Nama informan 
Tanggal 
Jam 
Tempat wawancara 
Topik wawancara 

: Informan 2 
:VW1T 
: 27 Maret 2013 
: 11.20 WIB 
: Ruang Kasi Pelayanan Medik RSUD Sukamara 
:Sumber daya manusia, anggaran dan 
fasilitas/sarana kesehatan 

Topik Wawancara 

Peneliti Bagaimana menurut saudara tentang jumlah petugas 

kesehatan di RSUD Sukamara dalam mendukung 

pelaksanaan Program Jamkesda di rumah sakit ini .... 

Informan Sumber daya yanga ada di RSUD Sukamara sudah cukup 

mendukung pelaksanaan Program Jamkesda, meskipun 

masih ada beberapa kekurangan diantaranya adalah untuk 

tenaga Dokter Spesialis kami masih membutuhkan Dokter 

Spesialis Bedah, kemudian Dokter Gigi dan Dokter Umum, 

karena Dokter Umum yang ada di RSUD belum semuanya 

dokter tetap akan tetapi sebagian dari dokter umum masih 

bersifat kontrak dan PTT. Akan tetapi hal tersebut tidak 

mengurangi kualitas pelayanan kami terhadap pasien. 

Peneliti Apa tindakan yang dilakukan oleh petugas kesehatan 

apabila terdapat kasus pasien Jamkesda diluar kemampuan 
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petugas kesehatan yang ada... 

Informan Dan pada saat kami tidak mampu lagi melakukan 

pelayanan kesehatan diluar kemampuan kami, maka kami 

akan merujuk pasien ke rumah sakit rujukan yang sudah 

ditunjuk, pastinya sesuai dengan SOP 

Menurut saudara, apakah anggaran dan sarana yang telah 

tersedia sudah cukup memadahai dalam mendukung 

pelaksanaan Program Jarnkesda di RSUD Sukamara....... 

Peneliti 

Informan Untuk anggaran Jamkesda di Kabupaten Sukamara, kalau 

untuk saat ini cukup menurut saya, karena klaim pelayanan 

Jamkesda yang kami sampaikan ke Dinkes selalu terbayar 

lunas, dan waktunya pun tidak lebih dari waktu yang sudah 

tertuang di Surat PeIjanjian KeIja Sama (SPK) antara 

Dinkes dengan RSUD Sukamara.... 

I 
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Kode Informan 
Nama informan 
Tanggal 
Jam 
Tempat wawancara 
Topik wawancara 

: Informan 3 
:IDR 
: 28 Maret 2013 
: 09.00 WIB 
:Ruang Perawat Bangsal Rawat Inap RSUD Sukamara 
:Sumber Daya Manusia, anggaran dan fasilitasl sarana 
Kesehatan 

Topik Wawancara 

Peneliti Sebagai petugas kesehatan yang langsung berhadapan 

dengan pasien, menurut saudara apakah jumlah kesehatan 

yang ada di RSUD Sukamara sudah cukup memenuhi 

dalam memberikan pelayanan kesehatan di rumah sakit. .. 

lnforman Kalau bagi saya sebagai petugas pelaksana, ya pastinya 

akan mengikuti apa instruksi dari atasan, terkait dengan 

sumber daya yang ada kalau menurut saya selama ini tidak 

ada masalah yang berarti. Pada kenyataannya semua pasien 

Jamkesda kami layani semampu kami. Danjika kami tidak 

mampu, pasien kami rujuk ke rumah sakit rujukan sesuai 

dengan syarat dan ketentuan yang berlaku (SOP)..... 
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5. SIKAP 

Kode Infonnan 
Nama infonnan 
Tanggal 
Jam 
Tempat wawancara 
Topik wawancara 

: Infonnan I 
:ENM 
: 26 Maret 2013 
: 09.32 WIB 
: Ruang Direktur RSUD Sukamara 
: Sikap pelaksanaan kebijakan atau implementor 
Pada pelaksanaan Program Jamkesda 

Peneliti 

Infonnan 

Topik Wawancara 

Sebagai pelaksana tertinggi Program Jamkesda di RSUD 

Sukamara, bagaimana anda mengarahkan tenaga kesehatan 

pemberi pelayanan di RSUD Sukamara yang langsung 

berhadapan dengan pasien Jamkesda, untuk suksesnya 

pelaksanaan Program Jamkesda di RSUD Sukamara 

Saya selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah 

Sukamara, sangat mendukung pelaksanaan pelayanan 

Program Jamkesda di RSUD Sukamara. Dan saya juga 

menyampaikan kepada seluruh staf dan semua petugas 

kesehatan di RSUD untuk ikut serta mensukeskan Program 

Jamkesa ini, dengan cara memberikan pelayanan yang 

terbaik kepada semua pasien tennasuk pasien Jamkesda..... 
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Kode Infonnan : Infonnan 2 
Nama infonnan : IJIMIT 
Tanggal : 27 Maret 2013 
lam : 11.20 WIB 
Tempat wawancara : Ruang Kasi Pelayanan Medik RSUD Sukamara 
Topik wawancara : Sikap pelaksanaan kebijakan atau implementor 

Pada pelaksanaan Program lamkesda 

Topik Wawancara
 

Peneliti
 Sebagai Atasan langsung dari pelaksana pelayanan medis di 

RSUD Sukamara, bagaimana sikap saudara dalam 

mengkoordinasikan rekan-rekan sejawat anda dan mitra 

keIja yang lain terhadap pasien lamkesda.... 

Infonnan Pastinya selaku Kepala Seksi Pelayanan Medik di RSUD 

Sukamara, yang selalu berhubungan langsung dengan 

paslen, saya selalu menyampaikan pada rekan-rekan 

sejawat dan petugas pelaksana pelayanan kesehatan untuk 

bersikap profesial dalam memberikan pelayanan kepada 

pasien dengan cara tidak membeda-bedakan antara pasien 

umum dengan pasien lamkesda, dan hal tersebut sudah 

merupakan bentuk dukungan dari kami sebagai pemberi 

L pelayanan terhadap Program lamkesda..... 

~---
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Kode [nfonnan 
Nama infonnan 
Tangga[ 
Jam 
Tempat wawancara 

Topik wawancara 

: Infonnan 3 
:IDR 
: 28 Maret 2013 
: 09.00WIB 
:Ruang Perawat Bangsal Rawat [nap RSUD 
Sukamara 

: Sikap pelaksanaan kebijakan atau implementor 
Pada pelaksanaan Program Jarnkesda 

Topik Wawancara 

PeneJiti Apa bentuk dukungan saudara dalam mensukseskan 

pelaksanaan Program Jamkesda di RSUD Sukamara dan 

bagaimana sikap saudara dalam memberikan pelayanan 

terhadap pasien Jarnkesda... 

Saya selaku pemberi pelayanan di rumah sakit akan 

melaksanakan tugas saya dengan penuh tanggung jawab, 

dan kaitannya dengan program Pemerintah Daerah, yaitu 

Jamkesda saya sangat mendukung sesuai dengan profesi 

saya sebagai pelaksana pelayanan kesehatan di RSUD 

Sukamara..... 

Infonnan 
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6. STRIKTUR BIROKRASI
 

Kode Informan : Informan I 
Nama informan :ENM 
Tanggal : 26 Maret 2013 
Jam : 09.32 WIB 
Tempat wawancara : Ruang Direktur RSUD Sukamara 
Topik wawancara : Struktur birokrasi 

Peneliti 

Informan 

Topik Wawancara 

Bagaimana menurut saudara pengurusan adminitrasi pasien 

jarnkesda di RSUD Sukamara? 

Pada dasarnya kami melaksanakan pelayanan Program 

Jamkesda di RSUD Sukamara, mengacu pada Perbup 

Nomor 21 Tahun 20 II, Tentang Perubahan Perbup Nomor 

5 Tahun 2009, Tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan 

Kesehatan Daerah Kabupaten Sukamara, dan diperkuat 

dengan Surat PeJjanjian Kerja Sama antara Dinas 

Kesehatan dengan RSUD Sukamara Tentang Pelayanan 

Kesehatan Bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan 

Daerah Tahun 2013. Kebijakan inilah yang menjadi 

pedoman kami dalam melaksanakan Program Jarnkesda di 

RSUD Sukamara. 
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Kode Inforrnan 
Nama inforrnan 
Tanggal 
Jam 
Tempat wawancara 
Topik wawancara 

: Inforrnan 2 
: I/IMIT 
: 27 Maret 2013 
: 11.20 WIB 
: Ruang Kasi Pelayanan Medik RSUD Sukamara 
: Sikap pelaksanaan kebijakan atau implementor 

Pada pelaksanaan Program Jamkesda 

Topik Wawancara 

Peneliti Bagaimana menurut saudara pengurusan adminitrasi pasien 

jamkesda di RSUD Sukamara? 

Dalam menjalankan tugas pelayanan kepada pasien 

Jamkesda, kami mengacu pada apa yang sudah 

disosialisasikan oleh pimpinan tentang Pedoman 

Pelaksanaan Program Jamkesda di RSUD Sukamara. Ya 

pastinya apa yang disampaikan oleh direktur harus kami 

laksanakan Pak. 

Inforrnan 
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Kode Informan 
Nama informan 
Tanggal 
Jam 
Tempat wawancara 
Topik wawancara 

: lnforman 3 
:IDR 
: 28 Maret 2013 
: 09.00 WIB 
:Ruang Perawat Bangsal Rawat Inap RSUD Sukamara 
: Sikap pelaksanaan kebijakan atau implementor 
Pada pelaksanaan Program Jamkesda 

Topik Wawancara 

Peneliti Bagaimana menurut saudara pengurusan adminitrasi pasien 

jamkesda di RSUD Sukamara? 

Kalau menurut saya dalam memberikan pelayanan 

kesehatan kami harus selalu berdasarkan pada SOP, dan 

terakit pelayanan pada pasien Jamkesda selain SOP 

pastinya kami juga mengacu pada Pedoman Pelaksanaan 

Program Jamkesda di RSUD Sukamara, seperti yang sudah 

disampaikan pimpinan kepada kami. 

Informan 
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Lampiran 3
 

(Gambar 1. : Lokasi Penelitian, RSUD SUkamara) 

(Gambar 2 : Gedung Administrasi RSUD Sukamara) 
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(Gambar 3 : Instalasi Gawat Darurat RSUD Sukamara) 

(Gambar 4 : Peneliti sedang melakukan wawancara mendalam dengan Subjek Penelitian 1) 
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(Gambar 5 : Peneliti sedang melakukan wawancara mendalam dengan Subjek Penelitian 2) 

(Gambar 6: Peneliti sedang me1akukan wawancara mendalam dengan Subjek Penelitian 3) 
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(Gambar 7 : Peneliti sedang melakukan wawancara mendalam dengan infonnan triangulasi 1) 

(Gambar 8 : Peneliti sedang melakukan wawancara mendalam dengan infonnan triangulasi 2) 
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(Gambar 9 : Pasien Rawat Inap Jamkesda, standar pelayanan kelas III rawat inap) 

(Gambar 10: Pasien Rawat !nap Jamkesda, standar pelayanan kelas III rawat inap) 
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(Gambar 11: Pasien Rawat !nap Jamkesda, standar pelayanan kelas III rawat inap) 

(Gambar 12: Pasien Rawat !nap Jamkesda, standar pelayanan kelas III rawat inap) 
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BUPATI SUKAMARA
 

PERATURAN BUPAn SUKAMARA
 
NOMOR ~I TAHUN 2011
 

TENTANG
 

PERUBAHAN PERATURAN SUPAn NOMOR 5 TAHUN 2009
 
TENTANG PEOOIIAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH
 

KABUPATENSUKAMARA
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 

BUPAn SUKAMARA.
 

Meoimbang	 bahwa dengan adanya beberapa perubahan mengenai anggaran 
pada Program Jaminan Kesehatan Daerah khususoya pade Pas 
Bantuan Trar.sport.asi dan Akomodasl, perlu dilakukan penyesualan 
peda Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2009 tentang Padoman 
Peleksaneen Jaminen Kesehatan Daerah Kabupaten Sukamara. 

Mengingat 1.	 Undang-Undang Nornor 23 Tahun 1992 teotang Kesehatan 
(Lemberan Negera Tehun 1992 Nomor 100. Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495); 

2.	 Undang-undang Nomor 5 Tehun 2002 telltang Pembentukan 
Kabupaten KaIi1g8il, Kabupeten Seruyan, Kabupaten 
SUkamara, KaDupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, 
Kabupaten Pulang Pisau. Kabupaten Murung Raya dan 
Kabupaten Barito Tlmur di Provin8i Kalimantan T8Ilgeh 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4180); 

3.	 Undang-Undang Nomor 32.Tahun 2004 t8ntang Pemeiidahan 
Daerah (Lembaran Nagara Rapubllk Indonesia Tehun 2004 
Nomor 125, Tembahan lembaran Negara Republlk Indonesia 
Nomor 4437) sebagalmana telah beberapa k8II dlubah lerakhlr 
dengan Undang-Undang Nomor 12 TBhun 2008 tentang 
Perubahan Kedua 8Ia8 Undang-Undang NornOf' 32 T8Iul2004 
tentang Pernerintahan Daerah (l.embaran Negara Republlk 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran 
Negara Republlk Indone8Ia NomoI' 4548); 

4.	 Undang-undang Hornor 40 Tahun 2004 tIet,1aAg Slstem Jamlnan 
So8laI NasicinaI (Lernbaran Negara Repubik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 150, TambBhan Lernbaran Negara RepubIik 
Indonesia Hornor 4456); 

I 5. PeraILlr8n OBara... Kabul:leten SukSII" Hornor 8 TlIhun 2008 
teidang 0rgariBaeI dan Tala K8jlI DNI DBII'IIh KabupIden 

I 
SL'kamara (l8mb• ., DBarah Kabup I n Sukwn8la T..... 2008 
iGnor8); 
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MEMUTUSKAN :
 

Menelapkan : PERUBAHAN PERATURAN SUPATI NOMOR 5 TAHUN 2009
 
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN JAIIINAN KESEHATAN 
OAERAH K.~BUPATEN SUKAMARA 

PassI I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nornor 5 Tahun 2009 
tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah 
Kabupaten Sukamara ( Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 
2009 Nomor 5), diubah sebagai berikut : 

1. Ketentuan Passl 9 diubah. sehingga keseluruhan Passl 9 berbunyi 
sebagai berikut : 

Passl9 

(1)	 Pemberian obat-obatan bagi peserta Jamkesda mengacu 
pada ketentuan sebagai berikut: 
a. fonnularium Rumah Sakit . 

•

b. dattar Plafon Harga Obat (DPHO) PT. Askes (Persero) bag;
 

peserta Jamkesda. 
,...... ........._. A;1o .... to"""''''';''m• ,... ... S..'""'...,kit Asn DPHO __W"WWI It. "",""" ,c"ma••h	 • Ao,..._..",t.. - diberikan ~n mengaw pada formularium RSUD 

sepanjang berdesarkan Indikasi media yang dltetapkan oleh 
dc;.;..~Lef yang merawat dan diketahui oleh ketua tim Jamkesda 
atau pejabat yang ditunjuk. 

(2)	 Transportasi rujukan pa!iien dan jenazah mengaw pada 
ketentuan sebagai berikut: 
a.	 rujukan dari Puskesmas ke RSUD dibebankan pada biaya 

Operasional masing-masing Puskesmas. 
b. pengembaJian dari RSUD ke Puskesmas dan atau tempat 

linggal pasienljenazah menjadi tanggung jawab RSUD dan 
dibebank8n pads snggaran Jamkesda, berlaku Mnya pada 
RSUD Sukamara. 

(3)	 Peserta ticIak diperbolehkan mendapat manfaat ganda baik 
da"; pr-...gra."1'l yang aeJenis maupun anggaran lain dari 
Pemerlntah Da'3rah sepertl namun tldak terbatas pada contoh
contoh berikut inl: 
a biaya peIayanan kesehatan. aIat kesehatan.kacamata, 

intra oaJIer lens (IOL), aIat bantu deng8r, alat bantu gerak, 
bahan habI8 paksi, pemberian obat dan pelayanan darah 
serta pelayanan kesehatan lainnya yang telah dltanggung 
oIeh PT. A8kes (Penlero), PT. Jamsostek, PT. Jasa Rahalja, 
asuransi lain yang sejenis, perusahaan yang lTI8I'l'lj)8Itekan 
dan atau fIIak keCIga Iainnya; 

b. bIaya tr8IlIPOI1Bsi ntukanfperjaIan di1as yang 1BIah 
d/Ianggla'lg oIeh pemel'iIdah daer8h dan atau plhak ~ 
1ah1ya; 

c.	 biaya-bIaya lain yang telah d/tanggung oIeh pihak ketiga. 
(4)	 Lump6Unl petugas pendamping dari RSUD disesuaikan 

cJengan kelentuan peljalanan dlnas Pegawai Negeri Sipil 
untuk rnakalmel 3 (tiga) han aesuai ketentuen daIam peraturan 
Bupati yang berteku. 
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Pasal10 

(1)	 Pada dasamya manfaat yang disediakan untuk peserta 
Jamkesda bersifat menyeluruh berdaaartcan kebutuhan media 
!le!!usi denge!1 stander peI.ayenan medik di RSUD dan Rumah 
Sakit rujukan yang oost efektif dan rasionaI, bukan ~ uang 
tunai, kecuaJi beberapa hal yang dibalasi dan Iidak dtamin. 

(2) Biaya pangiriman	 dan pemeriksaan eediaan (Specimen) di 
Iaboratorium yang ditunjuk: 

3. Ketentuan Pasai 1; d dihapus sehlngga keeeJuruhan Pasal 11 
berbunyi sebagai berikut : 

Palla! 11 

Manfaat yang diperoleh peserta di RSUD meliputl : 
a.	 bahan habis paksi. alat kesehatan habl8 paksi, kacamata. 

intra oculer lens (IOL), alat bantu dengar dan elat bantu gersk. 
b.	 obat-d)atan sesuai dengan formularium Rum&h Saklt dan 

DPHO 
c.	 obat-obatan di/uar daftar formularfum Rumah Sakit dan DPHO 

dapat ditanggung sepanjang berdaserkan kebutuhan media 
dan tidak atas perm/ntaan sendlri. 

d.	 dihapus 

4.	 Pasal 12 dihapus 

5. Ketentuan Paul 18 ayat (2) diubah sehingga keseluruhan 
Passl 1aberbunyi sebagai berikut : 

Pasal18 

(1) Penyaluran Iangsung kepada apotik mitra yang ditunjuk oleh 
direktur dengan ketentuan apotik mltra harus memenuhi 
syarat sebagai berfkut : 
a.	 buka 24 jam; 
b.	 bersedia meminjaml taope jaminan paeien peserta 

Jamkesda obat-obatan. slat keaehatan dan bahan habis 
paksi yang menjadi tanggungan RSUD seJarna In8talasl 
Fsrmasi RSUD belwn dapat beroperasJ 24 jam; 

c. selislh	 blaya akJbat perbedaan kuaUtas atau mark alat 
kesehatan dan bahan habIs paksi eerIa ob8t yang 
diplnjamkan dengen penggantian oIeh ~18li Illi f8nnMl 
RSUD IIk8n dibeyarkan rnelalui Jamk8eda; 

d. eeJIIlh b1aya lebagalmana yang dlm.bud huruf c tennaauk 
jasa apolIk makslmaI10 " (sepuJuh p8IlI8l8tus) dar! hargs 
Jus!. 

(2)	 Penyaluran Iangsung kepecla petugas pendarllplng. 
(3)	 PenyaIuran Iangsung k8peda DII8Idur R........ &IIdt untuk bIaya 

peIayanan kl.lhalan cI RSUD 
(4)	 Penyaluran I8ngsung kepeda D1reklur Rum8h SakIt rujukan 

urttuk bIaya peIay8nan kesehatan dl rumah eaIdt rujukan. 
(5)	 PenyaIuran Iangsung kapacla.1e unit tiansfusI:farah dl 

PaJang Merah Inclon I lie untuk bleya peJeyanan darah. 
(6)	 Penyaluran Iangaung kepada perusahaan jasa pengiriman dan 

atau Iaboratorlum rujukan untuk bIaya pangirimen den 
pemeriksaan eecliaan Iaboratorium. 

~	 D __.....L .__ 1-_••_ l,__-AA AIft'tiLo a....-Nir IlfttIIlir hJ__ 
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Pasall! 

Peraturan Bupati ini mulai bertaku pads tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memertntahkan pengundangan 
Peraturan Bupatllnl dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Sukamara. 

2011 

Diundangkan di Sukamara 
pada tanggal 0 S. /> it:?'" • 2011 

P DAERAH 

j~~i~~ MAN, M.SJlIuda~HI • 197801 1 001 

BERITA DAERAH KABUPATeN SUKAIIARA TAHUN 2011 NOMOR J.I 
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BUPATI SUKAMARA
 

PERATURAN BUPATI SUKAMARA
 
NOMOR ? TAHUN 2009
 

TENTANG
 

PEDOMAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH
 
KABUPATEN SUKAMARA
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 

BUPATI SUKAMARA,
 

Menimbang a.	 Bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pelayanan 
dasar kesehatan bagi masyarakat yang tidak mampu, karena 
setiap orang berhak atas pelayanan dasar kesehatan yang layak; 

b.	 bahwa berdasarkan pertimbangan sabagaimana hUruf a tersebut 
diatas. perlu ditetapkan tiengan Peraturan Bupati. 

Mengingat 1.	 Undang-Undang Nornor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3495); 

2.	 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan 
Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, 
Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas. Kabupaten 
Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito 
Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lambaran Negara Tahun 
2002 Nornor 18, Tambahan Lembaran Negara Nornor 4180); 

3.	 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
lembaran Negara Nomor 4437) sebagalmana telah bebetapa kali 
diubah terakhlr dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua etas Undang-Undang Nomer 32 Tahun 
2004 .tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 
2008 Nornor 108. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548); 

4.	 Undang-Undang Nomer 40 Tahun 2004 tentang S1stem Jamlnan 
S08IaI NaslonaJ (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 150, 

•	 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456); 

5.	 Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 10 Tahun 2005 
tentang Re$1ribusi PeJayanan Kesehatan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sukamara Tahun2005 Nomer 10); 

6.	 Peraturen Daeran Kabupaten Sukamara Hornor 8 TlJhun ~008 
tentang Organl8881 dan Tata Karja Dinas Daerah KabupetBm 
Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2008 
Ncmo,' 8); 

UNIV
ERSITAS TERBUKA

41350.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



7.	 Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 13 Tahun 2008 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah 
SUkamara (Lembaran Daerah Kabupaten SUkamara Tahun 2008 
Nomor 13); 

8.	 Peraturan Bupati Sukamaia Nomor 06 Tahun 2007 tentang 
Pernbebasan Restribusi Biaya Pelayanan Kesehatan Dasar (Berita 
Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2006 Nomor 06). 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :	 PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN 
JAMINAN KESEHATAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Paaal1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud deiigan : 

1.	 Daerah adalah Kabupaten Sukamara. 
2.	 Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah 

sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah. .,....	 Bupati adaloh Bupati Sukamara. 
4.	 Rumah Sakit Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RSUD 

adalah Rumah Sakit Umum Daerah Sukamara. 
5.	 Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sukamara. 
6.	 Kepala Dinas adalah Kepa/a Dinas Kesehatan. 
7.	 Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya dlslngkat 

Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan 
Kabupaten Sukamara. 

8.	 Direktur adalah direktur RSUD. 
9.	 Komite medik adalah komite medik RSUD. 
10.	 Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Sukamara yang 

selanjutnya disingkat Jamkesda adalah program pemberian 
layanan kesehatan bagi masyarakat yang anggarannya berar.al 
dari Anggaran dan atau Anggaran Pendapatan dan 8elanja 
Daerah Kabupaten Sukamara. 

11.	 Surat Katerangen T1dak Ma/l1)U selanjutnya disingkat SKTM 
adalah surat keterangan yang menyatakan seseorang adalah 
berasal dari keluerga Iidak ma/l1)U yang dikeluerialn oIeh peJabat 
yang berwenang. 

12.	 Peserta Jamlo:esda yang selanjutnya disebut peserta adalah paslen 
yang dapat menunju~n SKTM. 

13.	 Kaluarga miskin adaleh keluarga yang telah ditetapkan d6n 
dinyatakan rriskin oIeh pejabal yang berwenang di Kabupaten 

Sukamara. 
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14.	 Pelayanan Kesehatan adalah semua bentuk penyelenggaraan 
kegiatan dan jasa yang diberikan kepada orang pribadi daiam 
rangka observasi, penegakan diagnosa, pengobatan, pencegahan, 
pemulihan dan peningkatan status kesehatan. 

15.	 Tindakan Medik adalah tindakan yang bersitat individu yang 
diberikan oleh tenaga medis berupa pemeriksaan, konsultasi dan 
tindakan medik. 

16.	 Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan pasien untuk observasi, 
diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau ptllayanan 
kesehatan lainnya tanpa menginap dirurnah sakit. 

17.	 Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kedaruratan medik 
yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi 
risiko kernatian atau cacat. 

18.	 Pelayanan Rawat Inap ada/ah pelayanan pasien untuk observsi, 
diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan 
kesehatan la/nnya dengan menginap di Rumah Sakit. 

19.	 Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan kepada pasien 
untuk membantu penegakan diagnosis dan terapi. 

20.	 General Check Up adalat> pemeriksaan fisik dan penunjang medis 
secara lengkap yang diberikan kepada seseorang atas permintaan 
sendiri atau pihak yang berkepentingan. 

21.	 IUR biaya (Cost sharing) adalah pembebanan sebagaian biaya 
pe!ayanan kesehatan kepada peserta PT. Askes (Persero) dan 
anpgota keluarganya. 

22.	 Tim Koordinasi Jamkesda adalah tim yang dibentuk Bupati 
dengan melibatkan lintas seldor untuk melaksanakan koordinasi, 
singkronisasi, pembinaan dn pengendallan program Jamkesda. 

23.	 Tim Pelaksana Jamkesda adalah tim yang dlbentuk Kepala Dinas 
untuk mengelola dan menyelenggarakan Jamkesda di RSUD. 

BAB	 II 

MAKSUD DAN TUJUAN 
Pasal 2 

(1)	 Maksud penyelenggaraan Jarnkesda adalah untuk menjamin 
terpeliharanya hak dasar masyarakat daerah atas pelayanan 
kesehatan yang beritualitas. 

(2)	 Tujuan penyelenggaraan Jamkesda adalah untuk rneoingkatkan 
akses dan mutu pelayanan kesehatan kepada Iilasysrakat daerah. 

BAB III 
PRINSIP PEHYELENGGARAAN 

Pacal 3 

(1)	 Pada hakekatnya pelayanan kesehatan temadap masyarakat 
adalsh tanggung jawat bel'88m8 antara pemetintah pusat dan 
Pemerintah Daerah. 
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_

(2) Penyelenggara Jamkesda mengacu pada prinsip: 
a.	 Dana amanat dan nirlaba dengan pt!rnanraalan untuk sernata

mata peningkatan demjat kesehatan masyarakat miskin dan 
tidak mampu: 

b.	 Menyeluruh sesuai dengan standar pelayanan medik yang 
berlaku di fasilitas kesehatan yang ditunjuk; 

c.	 Pelayanan terstruktur dan berjenjang; 
d.	 Transparan dan akuntabel. 

BAB IV 

PESERTA PROGRAM JAMKESDA 

Paul 4 

Peserta program Jamkesda terdiri dari : 

a. 

b. 

Orang tidak mampu penduduk daerah yang tidak terdaftar sebagai 
peserta Jamkesmas yang dibuktikan dengan SKTM oleh pejabat 
yang berwenang; 
Bayi Baru lahir dari peserta program Jamkesda yang dibuktikan 
dengan sural keterangan direlctur atal! pimpinan Puskesmas; 

BAB V 

TATA LAKSANA PELAYANAN 

Paul 5 

(1) 

(2) 

(3) 

Setiap peserta program Jamke'3da berhak mendapatkan 
pelayanan kesehatan rawst jalan. rawat inap dan pelayanan gawst 
darurat serta pelayanan kesehatan lainnya di RSUD dan Rurnah 
Sakit rujukan yang ditunjuk. 
Pelayanan Kesehatan dalam program Jamkesda menerapkan 
pelayanan berjenjang berdasarkan rujukan. 
Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di RSUD peserta harus 
menunjuken SKTM dan AUral tujukan dar! Puskesmas. 

Paaa' 8 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

Pada keadaan gawat darurat peserta wajib dilayani tanpa 
memperhatikan kertu peserta dan sum rujukan. 
Kr1teri8 diagnose keadaan gawat darurat sebagairnana tercantum 
dalam lampiran peraturan Bupati inl yang merupakan baglan tak 
terpisahkan. 
Peserta sebagaimana yang dimaksud pads ayat (1) dan &tau 
keluarganya wajib menunjukan surat rujukan dan SKTM dal8m 
waldu 3 x24 Jam ( tidak termasuk harilibur ). 
Pada kondisi tertentu blla dalsm waktu 3 x 24 jam pe88rta dan atau 
kelu6rgar.ya tidal; depat men:.IflJukan SOlllit r'Jju!aln !fan k3rtU 

peserta, Direktur atau pejabat yang ditunjuk dapat menyatalcan 
yang bersangkutan sobagal peserta. 
Kondial tertentu sebagalmana yang dlmaksud pada ayat (4) 

..II.",.; ,,""'no 1..ln _nAir fArf..ntollr. _Alan fArlarttAr. aelandanaan. 
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r CI:JClI , 

(1) 

(2) 

(3) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(1) 

(2) 

(3)
 

Seluruh fasilitas kesehatan baik yang dimiliki maupun tidak dimiliki
 
oleh Pemerintah Daerah yang berlokasi di daerah wajib memberi
 
pelayanan gawat darurat kepada peserta.
 
Fasilitas Kesehatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)
 
berkewajiban mengantar pasien gawat darurat ke RSUD.
 
Biaya pelayanan kesehatan. biaya transportasi pasien gawat
 
darurat yang ditangani oleh fasilitas kesehatan sebagaimana yang
 
dimak811d pada ayat (1) dapet di kleim ke tim pelaksana Jamkasda
 
sesuai ketentuan tarif pelayanan kesehatan di RSUD.
 

Paaal 8 

Penggunaan SKTM dan surat rujuken hanya berlaku untuk setiap 
keli pelayanan kecuali pada kondisi pelayanan lanjutan yang terkait 
dengan penyakit sebelumnya. 
Peserta harus menunjukan surat rujukan dan SKTM di sentra 
Layanan administrasi RSUD yang kemlidian dlverlfikasi 
kebenarannya oleh Tim Pelaksana Jarnkesda. 
Apabila berkas dinyatakan lengkap, tim pelaksana ,lamkeI'da 
menerbltkan Surat Jar'r'linan Perawatan (SJP) dan peserta 
selanjutnya dapat memperoleh pelayanan kesehatan. 
Pa~ien rawat inap peserta pemegang SKTM yang bermaksud 
menggunakan iayanan kesehatan yang dibiayai ,,'eh program 
Jamkesda sejak awal harus menandatangani surat pemyataan 
akan menggunakan serta bersedia menempati ruang perawatan 
kelas III. 

Pasal 9 

Pemberian obat-obatan bagi peserta Jamkesda mengacu pada 
ketentuan sebagai berikut: 

a.	 Fonnul&rium Rumah Sakit bagi peserta Jarnkesda. serta 
pemegang SKTM; 

b.	 Daftar Plafon Harga Obat(DPHO) PT. Askes (Persero) bagi 
peserta PT. Askes (Persero); 

c.	 Obet diluar formalarium Rumah Sakit dan DPHO dapet 
diberikan dengan mengacu pada formularium RSUD 
sepanjang berdasarkan indlkaBi medis yang dltetapkan oIeh 
dokter yang merawat dan dlketahui oleh ketua tim Jarnkesda 
atau pejabat yang ditunjuk. 

TransportaBi rujukan PitBien dan jenazah mengacu pada ketentuan 
sebagal berlkut; 

a.	 RUjukan dari Puskesmas ke RSUD dibebankan pada blaya 
Operaslonal maslng-masing PuakeslTllls; 

b.	 Pengembalian dari RSUD ke Puskesmas dan atau tef11)at 
tinggal paBienfJ8llazah menjadi tanggung jawab RSUD dan 
dibebankan pada anggeran Jamkeada; 

c.	 RuJukan dan rujukan ballk pasien dari dan ke RSUD 88rta dari 
(Ian ke Rumah saklt ruJukan dlbebankan pada anggaMn 
Jamkesda. 

Peserta tidak diperbolehkan mendapat manfaat ganda balk dari 
program yang sejenls maupun anggaran lain dal Pemerintah 
DI6rAI'l namun tidak terbat8s pada ::ontoh-contoh berlkut inl: 
a. Biaya pelayanan kesehatan. alat keseh8Ian,kacamata,_ Intra 

UNIV
ERSITAS TERBUKA

41350.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



pelayanan kesehatan lainnya yang telah ditanggung oleh 
PT. .A.skes (Perserc), PT. Jamsostek, PT. Jass Rsharja, 
asuransi lain yang sejenis, perusahaan yang memperkerjakan 
dan atau fihak ketiga lainnya; 

b.	 Biaya transportasi rujukan/perjalanan dinas yang telah 
ditanggung oIeh· pemerintah daerah dan atau pihak ketiga 
lainnya; 

c.	 Biaya-biaya lain yang telah ditanggung oleh pihak ketiga. 

BAB VI 

MANFAAT YANG DIPEROlEH PESERTA 

Pasal 10 

(1)	 Pada dasarnya mamaat yang disedlakan untuk peserta Jamkesda 
barsitat menyeluruh berdasarkan kebutuhan madis sesuai dengan 
standar pelayanan medik di RSUD dlln Rumah Sakit n1jllkan yang 
cost efektif dan rasional, bukan berupa uang tunai, kecuall 
beberapa hal yang dibatasi dan tidak dijamin. 

(2)	 Biaya transportasi rUjukan pasien peserta Jamkesda dibatasi 
hanya pada Rumah sakit I fasilitas kesehatan sebagai berikut : 

il. Rurnah Saklt Umurr'l DiletAh KAbU))Atei'l Slikamara 
b.	 Ruamah Sakit Umum Daerah Sultan lmannudin Pangakalan 

Bun 
c.	 Rumah Sakit Umum Pusat dr. Karyadi Semarang 
d. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus Palangka Raya 

(3)	 Biaya penglrlman dan pemerlksaan 8edltiian (Sp$Cimen) Cli 
laboratorium yang dltunjuk. 

(4)	 Ketentuan sebagaiMana yang aimakilud pada ayat (3) tidak 
diberikan kapada pesarta sebagalmana ynag dimaksud pada pasal 
4 htlrufb. 

Paaal 11 

Mamaat yang diperoleh peserta di RSUD meliputi: 

a.	 Bahan habis pakai, alat kesehstan habis pakai, kacamata, 
Intra oculer lens (IOl), alat bantu dengar dan alat bantu gerak; 

b.	 Obat-obatan sesuai dengan formularlum Rumah Saklt dan DPHO; 
c.	 Obat-obatan diluar daflar formularlum Rumah Saklt dan DPHO 

dapat dltanggung sepanjang berdasarkan kebutuhen medi. dlln 
tldak etas permlntaan sendiri; 

d.	 Keluarga pasien selama dirawat di RSUD dapat menclapatkan 
bantuan b1aya makan 88aual standar paslen kelss III untuk 
maksimat untuk 1 (satu ) Orang. 
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Paa.' 12 

Bagi Pasien peserta yang karen~ indik!!s! medis harlJs d!rujuk ke 
Rumah Sakit rujukan yang ditunjuk akan memperoleh manfaat sebagai 
berikut: 

a.	 Bantuan b1aya transportssi ke dan dari rumah sakit rujukan untuk 
paaien, keluarga pasien maksimal 1 (satu) dan 1 (satu) orang 
petugas pendamping d!!,; RSUD; 

b.	 Jumlah tiket yang dapat disediakan untuk pasien yang menurut 
pertimbangan medis harus berbaring pada saat pengangkutan 
makslmal6 (enam) orang; 

c.	 Bantuan uang saku keluarga pendamping paaien Rp. 50.000,- (Uma 
puluh ribu rupiah) part;ari yang diberikall maKlilimel 5 (lima) hari; 

d. Lumpsum petugas pendamping dari RSUD	 disesuaikan aengan 
ketentuan pejalanan dinas Pegawai Negl;lr; $ipil !!esuai ketentuan 
dalam peraturan Bupati yang berlaku;

o 

Pa.a' 13 

Pelayanan Kesehatan di RSUD dan Rumah Sakit rujukan untuk pea..er+..a 
mencakup: 

a.	 Pelayanan tindakan medik; 
b.	 Pelayanan Obat, bahan dan alat kesehaan habis pakal; 
c.	 Pelayanan penunjang diagnoctik; 
d.	 Pelayanan darah; 
e.	 Pelayanan Kesehatan lainnya. 

Pa..1 14 

Pelayanan yang dibatasi adalah : 

a.	 Kacamata hanya diberlkan pada pasien yang membutuhkan Iensa 
korekai mlnlmel +1/·1 dengan nllal meksimal Rp. 150.000,- (seratus 
lima puluh ribu rupiah) berdasarkan resep dokter, 

b.	 Intra 0CUfer Lens (IOL) sesual resep dokter &peslalis mata 
berda88rkan harga paling murah yang tersedia dl daerah ; 

c.	 Aiel bantu dengar sesual resep dokter speelalls THT dengan harga 
paling murah yang terdapat di daerah; 

d.	 Alat bantu geraIC (toogkat penyangga, kursl rode dan konIet) usual 
resep dokter dan di8etujul oIeh dlrektur &tau pejabat Ieln yang 
dltunjuk denaan mempertlmbangkan bahwa aIat ter8ebut 
dlbutuhkan untuk mengemballkan fungs! soeIai peser1a 
berdasarkan harga paling murah yang tl8rdapat d\ daelah; 

e.	 Peleyanan penunjang diapnostlk cangglh dlbfitlltan I'Ilinya paaa 
kasu. penyelamatan jIwa (life saving) dan kebutuhan penegakan 
dlagnosa yang sangat diperlukan mela1ui pengkajian dan 
pengend8l18n 0IIh kOr'nIte medlk. 
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Pasal 15 

Pelayanan yang tidak dijamin I tidak ditanggung adalah : 
a. 
b. 
c. 
d. 
e. 

f. 

g. 
h. 
i. 

j. 

Pelayanan yang tidak sesuai dengan prosdur dan ketentuan; 
Bahan, Zat dan tindakan yang bertujuan untuk kosmetik: 
General check up; 
Protesis Gigi Tiruan (gigi palsu); 
Pengobatan alternatif dan pengobatan lain yang belum terbukti 
secara ilmiah; 
Rangkaian pemeriksaan pengobatan dan tindakan dalam upaya 
mendapat ketuiunan teirnasuk bayi tabung dan pengobatan 
impotensi (Iemah syahwat); 
Pelayanan kesehatan pada masa tanggap darurat bencana; 
Pelayanan kesehatan daiam rangka kegiatan bakti sosia/; 
Upaya bunuh diri, melukai diri sendiri, menyakiti diri sendiri dan 
atau terlibat kegiatan yang me/anggar hukum sebagai berlkut 
namun tidak terbatas pada meminum minuman keras, bunuh din, 
balapan liar, terlibat kerusuhan dan atau tindakan knminallainnya; 
Selisih biaya pelayanan kesehatan karena perbedaan lam kalas 
perawatam karEma memilih keles perawatan yang lebih tinggi dan 
haknya; 

BAB VII 

SUMBER DAN ALOKASI PEMBIAYAAN 

Paaal 18 

Sumber pembiayaan program Jamkesda berasal dari Anggaran 
Pendapatan dan Beianja Daereh yang dialokasikan melalu: DPA=SKPD 
Dines Kesehatan. 

BAS VIII 

PERUNTUKAN DAN PENGGUNAAN PENERIMAAN 

Paaal 17 

(1)	 Penerimaan RSUD yang berasal dan Jamkesde adalah peneriman 
daerah yang harus disetorkan ke kas daerah 

(2)	 Penggunaan penenmaan RSUD yang berasal dan Jamkesda 
didasarkan pada ketentuan peraturan dan perundang-undengan 
yang berlaku. 

(3)	 Pertanggungjawaban, peruntukan dan penggunaan dane akan 
diaudit oIeh Inspektorat daerah dan atau aparat pengawas 
fungsionallainnya. 

BAS IX 

PENYALURAN DANA 

P•••I 18 

(1)	 Penyaluran langsung kepada apotik mltra yang ditunjuk oIeh 
d!ll:Iktur dengan ketentuan flpotik mitre haM rnenw.niJt.1 syarat 
sebagai berikut: 

a.	 Buks 24 jam; 
b.	 Bersedla meminjaml tanpa jaminan pasien peserta .!amkesda 

nhAt-nhr.an. slat kesehatan dan bahan hab/s Dakal vena 
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c.	 Selisih biaya akibat perbedaan kualitas atau, merk alat 
kesehatan dan bahan habis pakai serta obat yang dipinjamkan 
dengan penggantian oleh instalasi farrnasi RSUD akan 
dibayarkan melalui Jamkesda; 

d.	 Selisih biaya sebagaimana yang dirnaksud huruf c tennasuk 
jasa apotik maksimal 10% (sepuluh perseratus) dari harga juaL 

(2)	 Penyaluran iangsung kepada petugas pendamping dan keluarga 
untuk uang saku. 

(3)	 Penyaluran langsung kepada Direktur rumah sakit untuk biaya 
pelayanan kesehatan di RSUD 

(4)	 Penyaluran langsung kepada Direktur rumah sakit rujukan untuk 
biaya pelayanan kesehatan di rumah sakit rujukan. 

(5)	 Penyaluran langsung kepada kepala unit transfusi darah di 
Palang Merah Indonesia untuk biaya pelayanan darah. 

(6)	 Penyaluran langsung kepada perusahaan jasa pengiriman dan 
atau laboratorium rujukan untuk biaya pengiriman dan 
pemeriksaan sediaan laboratorium. 

(7)	 Penyaluran langsung kepada optik, apotik, pas;en dan keluarga 
pasien untuk biaya pengganti kacarnata, intr ocule lens (IOL), alat 
bantu dengar dan atau alat bantu gerak. 

BAB X 

PENGORGANISASIAN 

Paul 19 

(1)	 Supati membantuk tim Koordinasi Jamkesda. 

(2)	 Kepala Dinas membentuk tim pelaksana Jamkesda di RSUD. 

BAB XI 

SANKS' ADM'NISTRAS' 

Pasal 20 

Fasilitas kesehatan sebagairnana yang dimaksud dalam pasal 7 yang 
tidak memberikan pelayanan gawat darurat diberikan sanksi 
administrasi sebagai berikut: 
a.	 Bag; fasilitas kesehatan yang dlmllikl oleh pemerintah daerah 

didasarkan pada ketentuan tentsng peraturan disiplin pegawai 
negari; 

b.	 Bagi fasilitas kesehatan yang tidak dirniliki Q/eh pem8finteh daerah 
dapat berupa teguran 8lau pencabutan ijin operasional. 
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BAB XII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 21 

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini, sepanjang 
mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas 

Pasal 22 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturen Bupati ini dengan penempatannya da!am 
Berita Daerah Kabupaten Sukamara. 

Ditetapkan di Sukamara 
pada tanggal 1~ ,\pri\.. 2009 

BUPATI SUKAMARA 

c~ 
~HMAD DIRMAN 

I '" ra 
13 apn\ 

AMAMUDA 
NIP.19tl010031987031 006 

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2009 NOMOR 5 
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PERJANJIAN KERJA SAMA
 
ANTARA
 

DlNAS KESEHATAN KABUPATEN SUKAM.4.RA
 
DENGAN
 

RUMAH S4KIT UMUM DAERAH SUKAMARA
 

TENTANG 
PELAYANAN KESEHATAN BAG! PES.ERTA 

PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH
 
TAHUN2013
 

Nomor : 4401 010·01 Dis>kea 120n 
Nomor : 4451 otoo!41 RSUD 12013 

Pada hari ini. Rabu Tanll8ll1 Dua Bulan Januari Tabun Dua Ribu Tip Belas ( 02· 01 - 2013 ), 
bertempat di Sukamara, y8llg bertanda t8llgan dibawab ini ; 

L	 drr. JUNAIDIN TARIGAN, Pit. Kepa11 Dinas Kese~at811 Kabupaten Sulcamara y8llg 
berkedudukan dan berkantor di Jaran Tjilik Riwut Km. 7,5 Sukamara. dalam hal ini benindak 
untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kabupat.cn Sulc:Imara. yIlng untuk selaniutnya disebut 
sebapi "~JHAKP£RTAMA". 

2.	 dr. EFLIN N,M SIANIPAR. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sukamara, y8llll 
berkedudukan dan berkantor di jalan Tjilik Riwut No. 35 Km. S.S Sukamara dalam hal illi 
bertindak untuk dan atas nama RSUD Sukamara ,y8lllJ untuk sel811jutnya disebut sebapl K 

PlHAKKEDUA". 

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama - same disebut uPARA PIHAK~ 

dan Mll:II1I SCIIdiri - sendiri disebut "PDiAK". 

PIHAK PBRTAMA dan PIHAX. XEDUA rnonpIalwl perjanj1an lcaja same (sellqutnya dlscbut 
"PerjuJiu,,) deugan ketentuan - ketentuan sobagaimana diatur lebm Ianjut daJam pcrjanjian mi. 

DASARHUKUM
 
Pasall
 

I) Undang-UndIng RI Nomor 36 tahun 2009 tlntlm8 Keseh8tao;
 
2) UndlDg-Uodang Nomor 44 tahun 2009 ~Rumah Sakit;
 
3) UncIuIg-Undeng NOIIlOI' 29 tabUJI 2004 tenlIuJI Prektik Kedokterani
 
4) 'aatwu Pemeliiltah RI Nomor Z3 tehllll 2005. tlJllpl 13 Sunl 200s ..... Penplolam
 

J{eI"'IpP B8dIn LayaIIaD UmlWl; 
5)	 Keputl'.... Meoterl Kese........ RI Nomor 1234lMenkes/SKlVJ1IJ2OO5. r.n,pl II As"stus 2005 

IOiltaas Penetapan 13 (TIp Bolas) .. R~ Sa1dt Pen!S!!bMp JaWlllm (PIlIUAN) meq)e4l 
UnIt PelakSlna Tobia (UPT) Depaaltimen x-IMtaft deDpn mCllel'lpklm Pole Pm.....
1(""Il8'" B8dIn L8yanan Umum; 

6)	 Pel...... DIerah Kabupaton Submara Nomor (JIJ Wwn 2010.....RIfrilJusi Jaa UIIIWII; 
7) PenIIInn Bupati S"hmera Nomor 5 Tabun 2009, 1eDtIDg PedomUJ Pc......... laminu 

K II Hili DaIlIlIh K.abllpucn SubInara; 
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KETENTUAN UMUM 
Pasal2 

Dalam Pe1jllljian Ke!jasama Inl yang dlmaksud dengan islilsh - islilall 118n i"",~ - ITaoc :.:Ji 03wl!/! in; 
mcmiliki pengel1ian - pengenian sebagai berikul : 
I) DI-. lUIe..... KabUpateD Sululma... adalsh Satuan Kaja Perangkal Daerah Kabupaten 

Sukamara yang berada dibawah dan benanggunliaWllb Icq:JIQ "BUp.', ;'UAouilaili. 

2)	 Ru... SIIIcit U.am Daera. Subman yang se/anjUlDya disebut RSUD SlIkamara adalab 
S8lWUI Keda P~{angkat Daet'llh di lin~!\lUI PemerinIldJ Kabuplten Submara Y8Il8 
berClngunajawab Icepada Bupeli SuUtnara. 

3)	 ...... IIdlI/Q masyarakat miskin yang tidak dijamin oleh JII'OSI'8RI JamiRan KesehIIan 
Masyarabt Peiileriillllh Puillt dan menjsd; tan!!..llI1Jt(llll Pemcrinteh Kabupatcn Sukamara meJalui 
Dines Kaehatan Kabuplten Sukantant. 

DASAR PERJANJIAN KERJASAMA
 
Pasal3
 

I)	 plHAJ{ PERTAMA dan PIHAK KEDUA mengadebn PctjaIViao Kerjasama ini diduarkan 8I8S 
keHP*8lan bcrsIma dalam peIa,lI1\IIJI kescbatan mwlll)........... ,,-0;;'\ \n:p ~ ~8nIla1 
miskin dill. kuota kab1IPIIen Suklllnara. 

2}	 rlHAK PERTAMA lMIIUIlillk PIHAK KEDUA daIIm pelayanao kesehatIn rIlWIt jalan daD 
111'" IMp baai l1I8S)'lU1Ikal mistin yug CiOlJA: dijamirr oIt:/r Pt..,.,rtm }_iRNJ K: b ta• 

MasynkIt KlIIJupmn SuIwnara me!alui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Yang 
cIin)'alabn denpll Sum Jamlnan cIari Pemerintah KlI/Jupl1tcn Sukamara me!alui DiMS 
K: ' .an lCabDplden S1IIulmara. 

3)	 PIHAK KBDUA dCllgan betas-bIItas l'asilibls )'IIIg dlmillld benedia IllCDlberikan pelll)'Mllll 
keselooiLin rawct j:!!n d!!!l l'lIWat inap bagl masymkat lIlisldD dlluar kuota KahJpelen SublIIara 
)'8ftB ridak dijamin oldt Prosnun J..mineR J( I ....Ilal UUr-n..... md,.lui Ke._....... 
Ka.e'vn Republlk indonesia yang dinyatakan dcopn Sural Jaminan dari Pemerintah 
MbMpeten S"kama!ll meolalui Dina Kesehatan KebupItcn Suklun!'ra. 

MAXSUDDAN roJUAN 
P1sa14 

I"«jauJieIl Kwjauma Inl cfimabldUn riep! upeya IIIltUk meni........ bfef1alIn llcpa± 
....,...... kb!J'.llJllYlllIasi awyarabt miskiD KabuF 11111 Stibnl8l1l YUlI tlcfat; dijamln oIch Propm 
iBm- K '..an Muymkat ...lI1ul K........1In ~ IlqIubllk IndonesIa yq diayatakan 
...... Surat _~ dIrl Pw6in1l1h KabupIlPn SuIlInIIII 1111 um. K11'1 I., 1lIb ,IJCIl 

%.......... Y8II8lDe1lderita aid: dID lllembed"h'" ~ dID II ." I II ell RSVD 
St." sm, 

RUANO UNOK.UP 
P1sa15 
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KETENTUAN TARIF 
Pasa16 

Biaya pelayanan kesehatan scllagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat \2) _u<ii iiiiif RSUD 
Sukamara yang berlaku (untuk rawatjalan dan gawat darurat) dan untuk rawat inap sena pemeriksaan 
pcnunjlll'! (lcoorawrium. mdio'ogi, <III ) sesuai denJl8ll tarip kclas III. 

KETENTIJAN PELAYANAN 
Pasal7 

J)	 Masyara/lal miskin Kabupetcn Sukamara dari PIHAK PERTAMA, yang akanfpcrlu 
mendapatkan pclayanan kesehatan rawat jalan dan rawBt inap dari PIHAK KEDUA 
benlasarIam perjanjian keJjasama ini. I....us menuqjubn Sum! JRminan Pcrawatan dan 
PIHAK. PERTAMA Clq. Dinas Kcsehatan Kabupatcn SlIwna.... 

2)	 OaJam kcadun dlllUrat, JIIlISyarakat miskin diluar kuola KabuJlllleD SlJwnara yang 
tcnanggung olch PlHAK PERTAMA dapa: ml!llyeraltkllil Sural J8IIIinIn PcnIwatan 
scbagaimana dimaksud pada ayat (I) pasal ini paling Iambat 3 x 24 jam scjat. pasien masut 
rawat inap. 

3) ~abat )'lUIS be1wenans menandalangani sumt-surat YRnl! berkenaan dcnpn pclay8nan 
keseh8tan scbagairnana dimaksud aym (I) pasaI ini. edalell Kcpala Dinas Kcscb8tan 
Kabupaten Sukamara atau J)lljabat lain yang ditlU!iult 8Cbegai Pejabet Pc"kwe Harian. ( 

4)	 Apebila sarnpai dcngan pasicn cliayatabn holeh pulana. Jrareoa SCSU8tu hal Sural Jarninad' 
PcP.watan belum diterima oleb PlffAK KEOUA mab lcpada pasicn lI:ncbut dibcrlakukan 
scbBpi pasicn umum. ' 

PENEMPATAN PASffiN 
Pasal8 

I)	 PcMmpatan pasien PlHAK PERTAMA Y8IIi mcmcrlubn pclayaaan iccsciJala" ra;o-at i:-~F di 
rumaIl sakit milik PIHAK KEOUA diusahakan dikelas perawatan scsuai peraturan yang 
boltl8ku daIam lingbmgan PlHAK PERTAMA adaJab kelas m. 

2)	 Per.cmpatan pasie:n P1HAK PERTAMA bertIIk 1IIClIdlIpIItk8 pc~ 1uoM.t_ Ibn 
peraWalan yang dilakukan NSuai delIpII indikasi medis darI PIHAK. KBDUA. 

TATACARA PENAGIHAN, PEMBAYARAN DAN SANKSI ADMlN1STRASl 
Pasal9 

I)	 Penagihan biaya polayanan kesehatan olm PIHAK KBDUA blpada PIHAX PERTAMA
 
dUal"''''" dl!lIl*t meIengkapi dolmlllCtl f"""""nmI berupa Sunt J_ltw! PaawidlUi, cIma
 
riDcian bi.I,ya pcmeriJcuu, findah" daD obllt-obatm sertw ~ yq dilluat dIIIIm
 
.......1' 2 (cfua) SUrat Rqjalrm dari PlIsk_
 

2)	 PaMsfIum biaya pelayatJan UseIIItIIt oIcb PIHAK KEDUA sedap ...,.' 10 (sepulub) bulan
 
belikutuya dan pembayanon tcdI8dap taaJ- sebepimlma tenoelIut ayat (I) dibayIrbn oIeb
 
PIHAK PBRTAMA kepada PIHAK KEDUA aeliDWIlMd"l-""n SP2D l1II\ DPKAD clan
 
aIaII peliDs Iamb8t akhir bulan till"""
 

3) DIIIam hal J'iHAK PERTAMA tidal< bisa IIleJIIbayar tepIIt plIda w.......ya IIIlIa IwrIn8 
_baylr. dlkcnakan anbi """,lnisrnosi IIervpa lIuDp __ I. m (dIJa J*_idUS}Iai8p 
IIaIIII cIari NCrilJusI )'1118 tenana aIaII kurans bIyar. 

4) Pembe.yInn cfilllmkan oldJ PIHAK PERTAMA bpIda PDIAK KEDUA IICIJlI UP'll 
lIIau -wI:i ftIkenins 1lmd..... -re-1mMn ItSUD 8aJbmt.., 1'10lIIOI' : 0401-m· 
I10OOO10%-1. ~. 
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5)	 Dj)li.iIi h41 terjadj pt:rubaha.n Ui.dp diJi:m mliSd hc:fJukuuya j>ei)mujill1 k~jUSill:nil lui, mw 
PIHAK. KEOUA melalui Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana akan memberltahukan 
sceara lertulis kepada PIHAK PERTAMA paling lambat I (satu) bulan sejak 
diberlak-..kar.l1Y" t.irip bar... 

flAK DAN KEWNIDAN PARA PlHAK 
PasailO 

l)	 PIHAK PERTAMA bcrhak:
 
Mendapatkan pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan. perawatan. pengobatan dan
 
perawatan yang perlu dilakukan sesuai dengan indikasi medis dari PIHAK KEDUA.
 

2)	 PIHAK. PERTAMA berkewajiban: 
c.	 Membayar tagihan biaya pelayanan kesehatan rawat inap dan rewat jalan sesuai tagihan 

yang disampaikan PIHAK KEDUA sesuai pelayanan yang telah diberikan clengan tepat 
waktu. 

d.	 Memberlkan kepada PIHAK KEDUA contoh Surat Jaminan Perawatan clengan tanda 
tangan pejabat yang berwenang menandatanganinya, untuk mendapatkan pelayanan 
kesehatan rawat inap dan rawatjalan di tempet PIHAK. KEDUA. 

3)	 PIHAK KEOUA berhak : 
o 

c.	 Men~ukan kepada PIHAK PERTAMA untuk mendapatkan pembayaran blaya 
pelayanan kesehatan yang telah di1a1:ukan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA. 

d.	 MengkODrumasikan kepada PJHAK PERTAMA apabila tanda tangan yang ten:antum 
dalam Sural Jaminan tidak sosuai dengan contoh Sural Jaminan dan tanda tangan yang 
diberikan PlHAK PERTAMA. 

4)	 PIHAK KEDUA berkewllliban :
 
i.femberikan pelayanan kesehatan df:ngan bee: kepada pasien PJHAK PERTAMA sesuai
 
dengan diagnosa dan merupakan perawatan yang normal (stander) untuk jenis penyakit atau
 
luke badan yang diderita serta sosuai dengan standar praktek kedokteran yang baik dan erika
 
medis yang berlaku.
 

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN 
Pasal II 

3)	 Setelab kedua belab pIbak aepakat IIDtUk melaksanakan perjaqjilln U1jaaama iDi, dan 
menandatanganinya, IIIIka muing-masiDg pibak saling mengevahllli terhIdap pelakslllun 
pelJaqjian keajasama inl. 

4)	 PIHAK PBRTAMA de'! PlHAK KEDUA melalui Unit KetJa terbit molalnabD penp_ 
dan pengencIalIan IItas pelebene" Peljlqjilll KcQIsama int 

SANKSl PEMBATALAN 
PasaJ 12 

I)	 Apabila saIab satu pibM __ seD8lP tidIk _ubi ~iiuaya YIIII dib"Icto'kan 
d.....gan bukti otadik cia pibak )'8lll111in IUdIb -"eritahubD pcII'iIW cenebut, 3 (tip) bJl 
berturut-turut d8IIm j... wektu 1 (satu) buJ., abn teIIpi lIiIIIp ddak _ IDl'IIIETlhl 
~ibaDnya, IIIBb. )'l1li& 1JerAD&kutan dIIpIt dibn8kan saubi bcrvpa "-"'''po Pw,jmVlao 
IC-.t-1Di. 

2)	 DIIIm Jr.ead'IQ tIdU lIda .Iepe!gmm larip peIayenen YlIIIId""'"PIHAK KEDUA mUa 
PIHAK PERTAMA dap.t JIlMDbetaIbg pajllVlen kea:i- ini. I : Wi ••''UmY* 
menilierjtahukm DcCIII'a ~ kepsi' ~ ICEIiUA. , • 

4r
~ 
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3)	 Pembatalan Peljanjian Kerjll5l1llla ini lidak membebaskan kedua belah pihak untuk 
menye!esflikRn hak dan kewajiban yang sedang beljalan. 

PENYELESAIAN PERSELISIHAN
 
Pasal 13
 

1)	 Apabila timbol perbedaan pendapat atau perselisiban aotara kedua beiah pihak mengenai 
Ptrjllnjian KCljasama ioi, maka diutamakan penyelesaiannya untuk dilakukan secara 
musyawarah dan mufakat. 

2)	 Bilamana tidd diperoleh penyelesaian dengan cara musyawarah, mw pihak yang merasa 
dinJgikan dapal mengajukan perselisihan ini uotuk disclesaikan melalui jalur hukum yang 
berlaku. 

FORCE MAJEURE
 
Pasal 14
 

I)	 Yang dimaksud Force Majeure dalam PeJjaojian Kelj8Sllll1A ioi adalah peristiwa-peristiwa 
yang teljadi diluar keltuasaan ked\18 bclalt pihak )'lU18 benlkibal tidak dapat dipenuhinya 
PeIjaojiao Kerjasama ini. Peristiwa dimaksud adalah seperti ; pmpa bumi, ansm topan. 
banjir, kebakaran, tanah lonper, wabah penyakit, pemogokao umlllll, hlDU-hm, sabofue, 
perang. pemberontalcan, mrolusi dan po:ralUran kcbijllksanaM pernerintah/penguasa. 

2)	 Apabila teJjadi force Majeure seperti tersebut peda ay.! (I) pasaI ini, IIIIka pihak yang 
lerkena Foce Majeure banIs mcmberitabukaa secara tertulis kepada piha/t lainnya aeIanIflat
I8mbatnya daIam W8ktu I <wu) bulan :i<iijak tajlldin)'lI peristiwa alau benlkhirnya laUadian 
sebagaimana dimaksud ayat (I) pasal ini. 

3)	 Setiap terjadi keadaan Kabar J Force Mllieure. lIeIIUI surat keteJ8Jlgan yaug meayatakao 
tejadinya peristiwa keadaan kahar J rO<'ce D"~CUl'l!l tersebut )'liftS dibuat piha::)'lIIIS menplami 
peistiwa keadaan kahar I force majeure, wajib disyahkan oleh instansi Pemelin1llb lOCllemjlMl 
yang berwcnang, yang menyarakan ape, kapan, dlmana, mengapa, siapa dan bagaimana 
kahIr I force majc\n tenebul teljadi. 

4)	 Kedua beIah pibak dibebaskan W1tuk ml'lRkMuktn kewajiban-~ibln yang dilltur dalam 
perjlqjian ketjasama ini apebila hal _but diaklbBdam okb force lIlllieure. 

lANOKA WAKnJ f>ElUANlIAN' 
PasaI IS 

1) PerjlInjlan korjasema in! ber1alua janpa WIIktu \ (1lIt1I) Udmn 1eIbituDI __ ~ 0\ 
Jaouari 2013 SlIRIp8i dengao 31 Desember 20lJ. 

2) J>enpkhi..... Pwjeqjilln Km;/lISlIIIlII i"i tidak membebaskan kedua boIab piMk uatuk 
~.nII:. ~lb8mJyIe)'llll8 ...",beljallaL 

LAIN-LAIN 
PMa\ \6 

I)	 HaJ.baI Y*'B beJum dilltur c!lllam perjIIIIjilln ini aka diteatuIwl lulDludian bercIaurba
 
trsap'!ceIrn bdIM belaIa p/lJK.
 

2)	 SepIa perubehan perbaibn maupun penababao terhadap peajaqJim k«j 1M lui Ikan 
~ ad4en fm'i/amandemetI benIuadcan penctuJII8II bclua belab pihak yang ~ 
t.Pa11k "'rinhkm dari perj8l\iim Utj I • iftl. 

3)	 ~ pemberitabuanllUl'8t-menytllllt tell.." pn deapn perjaqjian lrajIDma i111 
di""'"PBibn ..... aJam::r........... : 

, 7PJHAK PERTAMA : DlaaKlHh "-'Ill, I S"J.__
 
JL lllUkJUwaKm. 7,5 S"bn... 74172
 
Tetp. JFIlL (\1532) 26694
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PlHAKKEDUA : Rumah Sakit Umum Daerah SIIkaman! 
JI. TjUik RhvlJ! N(' '1" Knl. 5.5 Sukamara 
Telp. 0532 - 267~2, Fax: 0532· 26753 

!'ENIITUP 
Pasal 17 

1) 

2) 

Pe08J1jian kerja!8l11a ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) oleh kedua belah pihak tanpa paksaan dan 
pihak manapun dan ditandatangani diatas mull"i11 5el:.ukupI1j':l serta memlllloy~i kekuatan hukum 
yang sarna dao dapat diperbanyak dalllJll belliuk fu<u WilY ~sUl1i !rebut1J!!S!! ftpabiJa diperlukan. 
Perj8J1iian KerjIlSlllDll ini diangpp sah / berfaku setelah ditandatangani oleb kedua belah pihak 
padI hari dan tangaI sebagalmana tersebut diuUl•. 

PIHAK PERTAMA PIHAKKEDUA 

DO'~-wR RSUD st JKAMARA 
'~' -~ ".,-' " Wul&'/II<r'\ M " ~1.~l .. "..... .... "-"' 

~~~~ 
\*'\ i.'
 
'~~ Ef11Nti.M SiANIfAA
 

'. If .'. . Penala
 
NIP. 19760611 200604 2 028
 

!
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PERATURANBUPATISUKAMARA
 
NOMOR 8 TAHU,." 2012
 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2009
 
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH
 

KABUPATENSUKAMARA
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 

BUPAn SUKAMARA.
 

Menimbang	 bahwa dengan adanya beberapa perubahan mengenai 8.'lggaran 
pads Program Jarninan Kesenatan Oaerah khususnya peda Pos 
Bantuan Transportasi dan Akomodasi. perlu dilakukan penyesuaian 
Iiada PGrmuran Bupati ,.JOt'nor 5 Tahun 200~ tentang Pedoman 
Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Oaerah Kabupaten Sukamara. 

Mengingat 1.	 Undang-Undang NomoI' 23 Tahun 1992 tBntang Kesehatan 
(Lembaran Negara Tahun 1992 Nornor 100, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 3495); 

2.	 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan 
KabupBten Katingan. Kabupaten Seruyan. Kabupaten 
Sukamara. Kabupeten l..arnandau. Kabupaten Gunung Mas, 
Kabupaten PuIang Pisau, Kabupaten Murung Rays dan 
Kabupaten Sarito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4180); 

3.	 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daenlh (Lembaran ~Iegara RepublIk Indone81a Tahun 2004 
Nomor 125, Ta'bahan Iambenln Nega'a RepubIik Indonnla 
Nornor 4437) sebagaImana telah beberape kaI dlubeh terakhir 
dengan U~nd8ng Nomor 12 Tahun 2008 tenl8ng 
Perubahan Kedua ... Uncfang-Undang Nomor 32 Tellun 2004 
tentang Pemerintahan Dae18h (Lembaran Negara Republlk 
Indonesia Tahun 2008 Hornor 108, Tambahan Lembaran 
Negara Republic Indonnia Nomoi 4548); 

4.	 Undang-tJndang Nomor 40 Tahun 2004 .....19 SIeIelJJ Janhln 
SOIIeI tlmllonal (lembaIan Negara RepublIc Indonilla Tahun 
2004 Hornor 150. T&mbehan Lember8n Negara Republlk 
Indonesia Nomor 44e8); 

5.	 ~..nn OIl"" KabI... SuIc:M•• No",or 8 T8hun 2008 
tenl8lQ O!gani"li d8n T818 K8rJI DIIw Olllrah K8tqlBUn 
Sukamara (Lembe!wl Oamrah Kabupatliln Suk8mIIl8 Tehun 2fX)8 

Nomor8); 
A a- •• IL_	 Jb......................... M TfIhun 2007 t8ntIIna
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Menetapken 

MEMUTUSKAN :
 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PER.ru~A" SUPATI HOMOR 6 
TAHUN 2009 TENTAHG PEDOIIAN PELAKSANAAN JAMINAN 
KESEHATAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA 

Pasall 

Ketentuan Pasal18 ayat (2) dalam Penduran BlIpati Nomor 5 Tahun 
2009 tenlBng Pedoman Pefaialanaan Jaminan Kesehalan Daerah 
Kabupaten Sukamal8 ( Berita Dasrah Kabupalen Sukamara Tehun 
2009 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 
Nomor 21 Tahun 2011 teldang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 5 
Tahun 2009 teldang Pedoman PeIaksanaan Jaminan Kesehatan 
Daerah Kabupaten SuIawnara (Berila Daen:lh I<eburMt&'1 SukamaI8 
Tahun 2011 Nomor 21), dillbah sehingga 8eC818 keeeIuruhan Pasal18 
berbunyi tebagai berikut : 

Pasal18 

(1)	 Penyalul8n Iangsung kepada apotik mItra yang ditunjuk oIeh 
direktur dengan ketentuan apotik mitra harus JIIelTJenuhi .y8r8t 
sebagai berikut : 

s.	 buks 24 jam; 
b. bersedia	 meminjami tanpa jaminan pasien peserta 

Jamkesda obat-obtJtan, slat kesehatan dan bahan habis 
pakai yang menjadi tanggungan RSUO seJama instaJasi 
Farmasl RSUD belum dapat beroperasi 24 jam; 

c.	 selisih biaya akibat perbedaan kualilas atau merk alat 
kesehatan dan bahan habia pakai RIta obIIt yang 
diplnjamkan clengan penggantian oIeh instalasi fannasl 
RSUD alean dibayarkan meIalui Jamkeeda; 

d. sefl8ih bIaya 8Sbagalmana yang dlm8k8ud huruf c 1erm88Uk 
Ja88 apotik maIaIlmal 10 % (sepuluh pern idUs) dart halga 
jus!. 

(2)	 Penyaluran Iangsung kepada pe<ugas pend8'nplng dan pasien. 

(3)	 Penyaluran langsung kepada Dlrektur Rumah S8idt untuk bIaya 
pslayanan IIiss8t"an di RSUD 

(4)	 Penyaluran Iangaung k8peda DInlktur Rwn8h Sakit rujukan 
untuk bIaya pelay8nan kMehat8n dI rurneh ukIt rujukan. 

(5)	 PenyaIuran Iangsung kep8da kepala unI t.8..lfusi cs.ah di 
Patang Merah Indonssla untuk bIaya pelay8nan darah. 

(6)	 PenyaIuran Iangsung k8peda perusahaIIn jasB pengiriman dan 
atau Iaboratork.m rujukan untuk bIaya pengiliman dan 
peI,..lurn 8s1 m IIIbonllortum. 

m	 ~ Ianglwng k""" opIIk. UI'IbM bIaya
pelJgg81'l1lllacala., IntnI oct*> Ien8 (IOL), bentu dengar 
dan 8tBu 8Iat blnu gerak. 
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Paul II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya. memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Sukama!'!l. 

Diundangkan di Sukamara 
pada tanggal ,. ~ri 2012 

2012 

MlSDAERAH 
IATEN SUKAIIARA. 

.~~-

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2012 NOMOR 

! 

I
i·,
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